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MOTTO

“ Janganlah anda menjanjikan sesuatu lebih atau tidak dapat anda laksanakan,

tetapi sekali berjanji usahakan dengan sungguh-sungguh menepati janji anda”")

* Thowil Akhvar Dasoeki dari Thohuri Muhammad. 1985. Mutiara Kepribadian. Jakarta: Gunung
Jati.
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RINGKASAN

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi
utama sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk —bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Cabang J ember merupakan lembaga perbankan yang
memberikan kredit pada masyarakat terutama golongan menengah kebawah yang
mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau dan
dapat dibayar dengan angsuran.

Debitur yang tidak dapat melunasi pembayaran angsurannya dapat
mengalihkan hak atas rumah KPR-BTN kepada orang lain dengan cara alih
debitur hak atas rumah KPR-BTN seijin Bank Tabungan Negara dihadapan
notaris/PPAT.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis untuk menjadikan perjanjian
alih debitur Bank Tabungan Negara ini dalam bahan penulisan skripsi yang
berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian Alih Debitur Hak Atas Rumah KPR-BTN
Cabang Jember™.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain adalah tentang
pelaksanaan perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN, bagaimana
perlindungan hukum kepada pihak yang menerima peralihan, upaya penyelesaian
secara hukum yang akan ditempuh oleh Bank Tabungan Negara apabila debitur
melakukan wanprestasi dalam hal tidak membayar angsuran.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas
pelaksanaan perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN, perlindungan
hukum kepada pihak yang menerima peralihan, upaya penyelesaian secara hukum
yang akan ditempuh oleh Bank Tabungan Negara apabila debitur melakukan
wanprestasi dalam hal tidak membayar angsuran.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis
empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara, studi literatur
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yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mengkaji dan menelaah
undang-undang, buku-buku, majalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
Sedangkan pengumpulan data dengan wawancara yaitu untuk memperoleh
informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Pelaksanaan perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN dilakukan
dengan seijin Bank Tabungan Negara. Alih debitur ini dilakukan karena pihak
debitur tidak mampu membayar angsuran atau sebab-sebab lain, sehingga
dilakukan alih debitur atau memindahkan hak atas rumah KPR-BTN kepada orang
lain. Perjanjian alih debitur dilakukan dihadapan notaris/PPAT dengan dibuat akta
pengikatan yaitu perjanjian jual-beli yang diikuti dengan akta-akta kuasa yang lain
untuk melakukan tindakan sehubungan dengan terjadinya alih debitur hak atas
rumah KPR-BTN yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Perjanjian alih debitur memberi perlindungan hukum terhadap pihak
ketiga dalam hal pihak yang menerima peralihan dapat mengambil atau menerima
sertifikat atas rumah dan tanah dari Bank Tabungan Negara, pihak yang menerima
peralihan dapat mengajukan balik nama atas sertifikat rumah dihadapan
notaris/PPAT dengan surat kuasa dari debitur tanpa harus disertai debitur sendiri.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) atas terjadinya wanprestasi dalam membayar uang angsuran yaitu cara
damai dengan melakukan penagihan-penagihan dan teguran-teguran secara
kekeluargaan kepada debitur, apabila debitur tetap membandel maka pihak bank
akan menggunakan jalur hukum yaitu lewat Pengadilan Negeri (PN) dan melalui
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Berdasarkan hasil pembahasan diatas diharapkan dalam pelaksanaan
perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN benar-benar atas seijin Bank
Tabungan Negara dan dilakukan dihadapan notaris/PPAT. Akta-akta kuasa yang
mengikuti perjanjian alih debitur yang dibuat oleh notaris /PPAT diharapkan
dapat memberi perlindungan hukum terhadap pihak yang menerima peralihan.
Dengan adanya perjanjian alih debitur dan akta-akta kuasa yang mengikuti
perjanjian alih debitur, sehingga tidak akan terjadi tuntutan oleh pihak yang

menerima peralihan dikemudian hart.
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1. PENDAHULUAN m\""}[fm;r

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan perumahan telah lama menjadi masalah yang penting
mengingat perumahan merupakan kebutuhan yang cukup mendasar bagi
masyarakat, terutama di daerah perkotaan, seiring dengan bertambahnya laju
pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Bertambahnya usaha-usaha industri
di kota-kota besar telah menyebabkan lahan-lahan di daerah perkotaan semakin
sempit. Hal ini menyebabkan harga tanah dan rumah semakin melonjak, sehingga
masyarakat terutama golongan menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk
mendapatkan rumah dengan harga yang tidak terlalu tinggi atau paling tidak dapat
dibayar dengan cara angsuran.

Untuk mengatasi kebutuhan masyarakat akan perumahan, sejak beberapa
tahun lalu pemerintah mengadakan pemberian kredit pemilikan rumah kepada
masyarakat yang membutuhkan fasilitas perumahan. Tepatnya pada tanggal 24
Januari 1974, pemerintah dengan Surat Menkeu No. B-49/MK/IV/1974 memberi
tugas kepada Bank Tabungan Negara sebagai wadah pembiayaan proyek
perumahan rakyat. Sejak tahun 1976, Bank Tabungan Negara melaksanakan tugas
tersebut melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah kepada masyarakat yang
berlangsung hingga saat ini, dan akrab disebut KPR-BTN.

Fasilitas KPR-BTN dibayar secara angsuran atau kredit, dan diharapkan dapat
memberi keringanan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah namun hanya
mempunyai dana yang terbatas. Pemilikan rumah melalui KPR-BTN melibatkan
tiga pihak yaitu Bank Tabungan Negara sebagai kreditur, developer sebagai pihak
yang menyediakan rumah dan masyarakat yang menerima kredit sebagai debitur,

Fasilitas KPR-BTN dilakukan dalam bentuk perjanjian kredit antara Bank
Tabungan Negara dengan seorang debitur. Pada umumnya perjanjian-perjanjian
kredit yang terjadi antara bank dengan debitur adalah jenis perjanjian
bakwstandart. Demikian juga terhadap perjanjian kredit KPR-BTN. Perjanjian
baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya
dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya
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tertentu ( Ari Purwadi,1995; 58). Dengan demikian isi perjanjian telah ditetapkan
telebih dahulu oleh pihak Bank Tabungan Negara, sedangkan pihak penerima
kredit yang selanjutnya disebut debitur tinggal menandatangani perjanjian kredit
tersebut apabila ia menyetujui isi perjanjian tersebut.

Apabila debitur setuju untuk menerima isi perjanjian kredit yang disodorkan
oleh pihak Bank Tabungan Negara, maka debitur wajib menandatangani
perjanjian kredit KPR-BTN pada saat akad kredit yang waktunya telah ditentukan
oleh pihak Bank Tabngan Negara. Akad perjanjian kredit adalah saat
ditandatanganinya perjanjian oleh pihak debitur dihadapan notaris yang
menandakan telah terjadinya kesepakatan antara Bank Tabungan Negara dengan
debitur, di mana Bank Tabungan Negara setuju unuk memberikan kredit
perumahan kepada debitur dan debitur menyatakan persetujuannya untuk
menerima isi perjanjian dan melaksanakan semua ketentuan dan kewajiban-
kewajiban yang berkaitan dengan dirinya seperti yang tercantum dalam perjanjian
kredit KPR-BTN tersebut.

Setelah terjadinya akad kredit, berarti debitur telah mendapatkan pinjaman
uang dari Bank Tabungan Negara, namun uang tersebut tidak diserahkan kepada
debitur melainkan diserahkan kepada developer sebagai pihak yang menyediakan
rumah. Selanjutnya debitur dapat langsung memperoleh rumah dan melakukan
pembayaran secara angsuran kepada Bank Tabungan Negara setiap bulan, dengan
jumlah angsuran yang telah ditentukan.

Seperti halnya perjanjian kredit yang lain, maka terhadap perjanjian kredit
KPR-BTN juga diperlukan adanya jaminan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang
diberikan oleh bank akan mengandung resiko terutama yang berkaitan dengan
kemampuan/ kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjiakan. Oleh karena itu untuk mengurangi resiko apabila terjadi
wanprestasi yang dilakukan debitur, maka diperlukan adanya jaminan dari
debitur.

Dalam perjanjian kredit KPR-BTN, yang dijadikan jaminan adalah rumah atau
tanah yang diperoleh debitur lewat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah melalui
Bank Tabungan Negara. Dengan demikian, walaupun debitur telah mendapatkan
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KPR-BTN dan dapat langsung menempatinya, namun rumah dan tanah tersebut
belum sepenuhnya menjadi milik debitur selama debitur belum melunasi
pembayaran kepada bank. Untuk itu semua surat-surat dan dokumen yang asli dan
sah yang membuktikan pemilikan aias segala harta yaitu rumah dan tanah yang
dijadikan jaminan, dikuasai oleh bank sampai dilunasinya seluruh hutang debitur.

Dengan dijadikannya rumah sebagai jaminan oleh BTN, maka secara otomatis
debitur tidak dapat mengalihkan hak atas rumah KPR-BTN kepada pihak lain.
Larangan untuk mengalihkan hak atas rumah KPR-BTN juga telah dicantumkan
secara tegas di dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara BTN dengan
debitur, seperti yang termuat dalam formulir perjanjian kredit KPR-BTN pasal 5
ayat 4 huruf f sebagai berikut:

“ Debitur tanpa persetujuan tertulis dari bank dilarang untuk menerima setiap
uang muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi
di muka terhadap sewa-menyewa, penempatan, penjualan, atau sesuatu
penguasaan lainnya atas harta tersebut dari pihak lain”

Adanya larangan untuk mengalihkan rumah kepada pihak ketiga, ternyata
tidak dapat menghilangkan adanya praktek peralihan hak atas rumah KPR-BTN
yang dilakukan dengan cara jual-beli, tanpa ijin Bank Tabungan Negara sebagai
jalan pintas untuk menghindari prosedur yang seharusnya dilakukan debitur bila
ingin mengalikan hak atas rumah dan tanah KPR-BTN kepada pihak ketiga, yang
dilakukan dengan cara alih debitur.

Jual-beli rumah dan tanah KPR-BTN yang dilakukan oleh debitur dengan
pihak ketiga tidak bisa dilakukan dengan membuat akta jual beli yang dibuat
dihadapan notaris/PPAT. Hal ini disebabkan obyek jual-beli tersebut masih
berstatus sebagai benda jaminan. Oleh karena itu agar transaksi peralihan hak
dengan pihak ketiga dapat segera terjadi dengan cepat dan mudah, pada umumnya
debitur melakukan transaksi dengan pihak ketiga dengan cara membuat akta alih
debitur hak atas rumah KPR-BTN.

Setelah terjadinya perjanjian alih debitur hak atas rumah dan tanah KPR-BTN,
pihak ketiga yang menerima peralihan biasanya langsung dapat menempati rumah

tesebut,walaupun akta alih debitur tersebut adalah akta otentik, namun tidak
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menutup kemungkinan timbulnya suatu permasalahan yang terjadi antara debitur
dan Bank Tabungan Negara.

Mengingat Bank Tabungan Negara adalah scbagai pihak yang memegang hak
atas rumah KPR-BTN yang telah dijaminkan oleh debitur kepadanya, maka pihak
Bank Tabungan Negara mempunyai hak untuk memerintahkan debitur melakukan
pengosongan rumah kemudian melaksanakan eksekusi apabila sewaktu-waktu
debitur melakukan wanprestasi. Sehingga dengan demikian kedudukan pihak
ketiga sebagai pihak yang menerima peralihan masih perlu dipertanyakan apakah
benar-benar mendapatkan perindungan hukum dengan adanya akta peralihan hak
atas rumah KPR-BTN tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul yang
diambil dalam penulisan skripsi ini adalah “ Pelaksanaan Perjanjian Alih
Debitur Hak Atas Rumah Pada KPR-BTN Cabang Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui
bahwa akta perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN adalah akta
otentik. Setelah dibuat akta alih debitur hak atas rumah KPR-BTN oleh
debitur dengan pihak ketiga, maka status rumah beserta tanahnya langsung
beralih kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan status rumah dan tanah KPR-
BTN scbagai benda jaminan, maka kedudukan pihak ketiga sebagai pihak
yang menerima peralihan masih harus diteliti lagi, walaupun alih debitur
tersebut dilakukan dengan akta otentik.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan
sebagai bertkut:

1. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN?

12

bagaimanakah akta perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN antara
debitur dan pihak ketiga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak

yang menerima peralihan?
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3. bagaimana upaya penyelesaian secara hukum yang akan ditempuh oleh Bank
Tabungan Negara apabila debitur melakukan wanprestasi dalam hal tidak

membayarkan uang angsuran kepada Bank Tabungan Negara?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas strata syarat-syarat yang
diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas
Jember,
2. untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah
dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan,
3. untuk keperluan ilmu pengetahuan khusus dibidang hukum;
1.3.2 Tujuan Khusus
1. untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian alih debitur hak atas rumah
KPR-BTN;
2. untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak
ketiga yang menerima peralihan hak atas rumah KPR-BTN dengan
adanya akta alih debitur yang telah dibuat oleh kedua belah pihak;
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untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian secara hukum yang
akan ditempuh oleh Bank Tabungan Negara apabila debitur
melakukan wanprestasi dalam hal tidak membayarkan uang angsuran

kepada Bank Tabungan Negara.

1.4 Metodologi
1.4.1 Pendekatan Masalah
Penyusunan skripsi ini menggunakan dua metode pendekatan masalah
yaitu:
1. pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan
melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan,
teori hukum, yurisprudensi yang berhubungan dengan

permasalahan (Soemitro, 1 990:10) ;
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1.4.2

2. pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dan
pengamatan di lapangan. Pendekatan ini untuk mendapatkan data
dan keterangan dari pihak yang terkait.

Sumber Data

1.4.2.1 Sumber Data Primer

Adalah data yang tidak tertulis serta diperoleh langsung dari sumbernya
yaitu hasil konsultasi, wawancara dan informasi dari pihak yang terkait.
(Soekanto,1984:12) dalam hal ini adalah Ibu Amrih Widayati dan
lussyana, karyawan Bank Tabungan Negara Cabang Jember dan Bapak
R.J. Boentaran, notaris/PPAT di Jember.

1.4.2.2 Sumber Data Sekunder

1.4.3

Adalah data tertulis yang didapat dari literatur-literatur ilmiah, majalah,
surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada
kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mendukung data lapangan.
Metode pegumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk penulisan

skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Wawancara

Vaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada
yang diwawancarai. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah
wawancara terarah, yaitu wawancara Yyang telah  ditentukan

pelaksanaannya, telah diatur daftar pertanyaannya.

1.4.3.2 Studi Literatur

1.4.4

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah studi
kepustakaan yaitu penulis membaca, mengkaji dan menelaah buku-buku
majalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu

masalah vang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan
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didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. (Soemitro,1990:98)

Dan kemudian hasil analisa.data ini ditarik atau diambil kesimpulan
dengan mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisa‘yang
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu
kejadian yang khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan
yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan

yang bersifat khusus.
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2.1 FAKTA

Bank Tabungan Negara didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1968 . Bank Tabungan Negara dalam melaksanakan fungsinya sebagai
lembaga keuangan pemberi kredit, maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI
Nomor B-49/ MK/ 1V/ 1974 tanggal 24 Januari 1974. Maka Bank Tabungan
Negara ditunjuk sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang jasa
perbankan dan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan perumahan
dipandang perlu untuk menyelenggarakan jenis kredit perumahan yang baru untuk
merangsang minat dan pertisipasi pihak swasta guna membangun atau
menyediakan perumahan.

Menurut data tahun 2001 debitur yang memohonkan KPR-BTN dan telah
disetujui oleh Bank Tabungan Negara Cabang Jember 817 debitur. Dari jumlah
tersebut pada tahun yang sama terjadi alih debitur sebanyak 104 debitur. Lebih
rinci dinyatakan bahwa dari data terakhir di tahun 2001 ini, Bank Tabungan
Negara Cabang Jember telah mengajukan kurang lebih 163 debitur yang
wanprestasi kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
wilayah Jember untuk diselesaikan (Hasil Wawancara dengan Ibu Amrih
Widayati, karyawan Bank Tabungan Negara Cabang Jember, 20 Maret 2002).

Untuk memperoleh KPR-BTN dengan cara alih debitur, pemohon kredit
(debitur) dengan calon debitur baru harus membuat akta perjanjian jual-beli
(standart kontrak) hak atas rumah KPR-BTN dihadapan Notaris/PPAT pembuatan
akta perjanjian alih debitur yang kemudian diikuti dengan pembuatan akta kuasa
yang merupakan kuasa dari pihak kesatu kepada pihak ketiga untuk melakukan
tindakan-tindakan sehubungan dengan terjadinya alih debitur hak atas rumah
KPR-BTN yang terjadi diantara kedua belah pihak (Hasil wawancara dengan R.J
Boentaran, notaris/PPAT di Jember, 13 Maret 2002).

Resiko yang ditimbulkan dari pemberian kredit pada umumnya disebabkan
oleh kelalaian pihak debitur yang penyelesaiannya lebih ditekankan pada
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penyelesaian intern walaupun masih terdapat upaya penyelesaian ekstern melalui
Pengadilan Negeri (PN) atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN).

Kondisi yang memprihatinkan ‘inilah yang harus dicermati oleh Bank
Tabungan Negara bahkan lebih dari itu perlu diadakan antisipasi agar dari tahun
ke tahun tidak semakin meningkat yang justru menjadi masalah yang berdampak

global bagi perekonomian nasional.

2.2 DASAR HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
b, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal
c. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
Undang no.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 11
Kredit adalah penyadiaan uang atau tagihanyang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
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2.3 LANDASAN TEORI
2.3.1 Pengertian Perjanjian
2.3.1.1 Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian sudah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum perdata pada pasal 1313, yaitu:
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Arti dari pasal tersebut menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian
dikarenakan adanya inisiatif ataupun kemauan dari satu orang atau beberapa orang
yang sepakat untuk melakukan sesuatu bersama dengan satu orang atau beberapa
orang lain. Dalam membuat suatu perjanjian haruslah mengingat akan beberapa
asas yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. asas kebebasan berkontrak;
asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa
saja, walaupun belum ataupun tidak diatur dalam undang-undang. Kebebasan
ini tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak bertentangan dengan undaﬁg—undang,
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan
kesusilaan (Rahman, 1998:37),

2. asas itikad baik;
perjanjian yang dibuat haruslah dilandasi itikad yang baik dari masing-masing
pihak agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan bagi pihak lain. Asas ini
dibedakan antara itikad baik subyektif dengan itikad baik obyektif. Itikad baik
subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu
perbuatan hukum atau juga perasaan bathin seseorang yang melakukan
perjanjian. Sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus
didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan
yang patut dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 1992:92);

3. asas konsesualisme;
Terjadinya suatu perjanjian cukup dengan suatu sepakat saja dan perjanjian itu
telah lahir pada saat tercapainya konsensus antara kedua belah pihak tentang

hal-hal pokok yang dimaksud dalam perjanjian (Tje’Aman, 1989:26);
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4.

asas pacta sunservanda;

merupakan asas dalam perjanjian yang behubungan dengan mengikatnya suatu
perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah adalah
mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Tujuan asas
ini adalah untuk memberikan kepada pembeli bahwa mereka tidak perlu
khawatir akan hak-haknya karena perjanjian ini berlaku sebagai undang-
undang bagi yang membuatnya(Seebekti.R, 1985:6).

Perjanjian yang telah dibuat secara sah ini berlaku sebagai undang-undang

bagi para pihak yang mengadakannya yang didasarkan pada pasal 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa para

pihak harus menaati apa yang tercantum dalam perjanjian yang dibuatnya.

Pelangaran atas isi perjanjian yang telah dibuat yang mengikat seperti undang-

undang bagi pembuatnya yang dapat menyebabkan adanya sanksi hukum bagi

pelanggarnya.

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak jika perjanjian

itu dibuat sah, dimana syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

.
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sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak jika mereka
sepakat untuk mengikatkan diri atas apa yang mereka perjanjikan dimana
bebas dari paksaan, kekeliruan, dan penipuan melainkan berdasarkan
kebebasan semata-mata;

. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

kecakapan menurut hukum adalah bahwa para pihak yang terikat dalam
perjanjian sudah dewasa dan sehat akal pikirannya yang tidak berada
dibawah pengampuan;,

suatu hal tertentu;

dalam perjanjian ditentukan apa atau tentang hal apa yang diperjanjikan, dapat
merupakan barang atau jasa. Jikalau barang haruslah jelas barang apa, jenis,
bentuk dan jumlahnya yang harus dicantumkan jelas secara terperinci. Jika
yang diperjanjikan adalah suatu jasa maka harus disebutkan apa yang menjadi
hak dan kewajiban masing-masing pihak;
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4. suatu sebab yang halal;
syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu, pertama
perjanjian tersebut harus mempunyai sebab, tanpa adanya syarat ini perjanjian
batal, kedua sebabnya harus halal kalau tidak halal perjanjian tersebut
dinyatakan batal. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum dan perjanjian itu tidak dibenarkan dan tidak
dilarang oleh undang-undang , serta merupakan sebab yang masuk akal utuk
dipenuhi yang mendasari perjanjian itu.

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subyektf, karena menyangkut orang-orang
yang melaksanakan suatu perjanjian.apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka
salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut
dibatalkan. Sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat obyektif, karena menyangkut
obyek perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi,
maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum tanpa adanya
permintaan untuk pembatalan perjanjian, sehingga dengan demikian perjanjian
dianggap tidak pernah ada.

Di dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat dikelompokkan
dalam beberapa kelompok. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian
adalah sebagai berikut (R.Setiawan, 1986:50):

a. essentialia vyaitu bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itu tidak
mungkin ada. Harga adalah essentialia bagi persetujuan jual-beli;

b. naturalia yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
peraturan—peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya penanggungan;

c. accidentalia yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam
persetujuan, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual-beli
rumah beserta alat-alat rumah tangga.

2.3.1.2 Perjanjian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu”credere”
yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang
yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian
dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Beberapa ahli juga mengemukakan teori-teorinya mengenai kredit antara

lain;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1. JA Levy

Menyatakan kredit mempunyai arti sebagai: “menyerahkan secara sukarela
sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh sipenerima kredit.
Penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk
keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu
dibelakang hari”(Mariam Darus Badrulzaman, 1991:23)

Ajaran levy menunjukkan kepada pengkhususan arti hukum dari kredit yakni
perjanjian pinjam uang. Kreditur percaya meminjamkan uang kepada debitur
karena dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman
dibelakang hari. Ukuran yang digunakan kepercayaan adalah kemampuan

ekonomi debitur.

2. Muchdarsyah Sinungan
Memberikan pengertian kredit sebagai:” kredit adalah suatu pemberian
prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan
dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai suatu
contra prestasi berupa bunga.( Tje’ Aman, 1989:2)

O.P. SimorangKir

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balasan
prestasi  (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.
(Rahman, 1998:96

LI

Perjanjian kredit tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
namun secara umum diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata mengenai pinjam meminjam. Seperti halnya kredit, perjanjian pinjam
meminjam yang disebutkan dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dasarnya adalah kepercayaan. Hanya saja dalam pasal tersebut tidak
dijelaskan secara khusus mengenai uang sebagai obyek pinjam meminjamnya.

Bab XIII buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
perjanjian pinjam uang mempunyai sifat riil. Hal ini disebabkan disimpulkan dari
kata-kata pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu
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memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama
pula. (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:26)

Asser Kleyn tidak sependapat dengan Bab XIII Buku III KUH Perdata.
Kalimat barang yang menghabis Kkarena pemakaian (verbruikbare zaken)
seharusnya disebut”barang yang dapat diganti”. Dalam hal demikian ketentuan itu
berbunyi: “Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak
kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
dapat diganti”. Bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat
“pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan
diri” untuk menyerahkan uang. (Fuady, 1996:41)

Menurut Fletz perjanjian pinjam mengganti adalah suatu perjanjian riil.
Perjanjian itu baru terjadi setelah ada penyerahan (leverage). Selama benda (uang)
yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata belum dapat diterapkan. (Mariam Darus Badrulzaman,1991:27)

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam
perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam
mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan
perjanjian pinjam mengganti (overeenkomst tot het aangaan van overeenkomst
van verbruiklening). Apabila uang diserahkan kepada peminjam, maka lahirlah
perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian Undang-undang menurut Bab XIII
Buku 11T Kitab Undang-Undang Perdata.

Sedangkan Marhainis Abdul Hay mengemukakan bahwa perjanjian kredit
identik dengan perjanjian pinjam mengganti pada Bab XIII Buku III Kitab
Undang-Undang Perdata. Sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini, harus
dikatakan bahwa perjanjian  kredit bersifat riil. (Mariam  Darus
Badrulzman,1991:15)

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
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pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian pasal tersebut dapat diketahui kredit merupakan
perjanjian pinjam meminjam uang antara bank selaku kreditur dengan debitur.
Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam

jangka waktu yang disepakati akan mengembalikan pinjamannya.

2.3.2 Pengertian Standard Kontrak:

Perjanjian baku atau standard kontrak merupakan bentuk perjanjian yang
banyak dipergunakan dalam masyarakat. Ciri dari perjajian baku ini bahwa
klausul-klausul yang terdapat di dalamnya sudah ditentukan oleh salah satu pihak
dalam suatu formulir perjanjian tercetak dan bagi pihak lain hanya menyetujui
atau menolak isi perjanjian baku tersebut. Dalam perjanjian baku atau standard
kontrak ini sama sekali tidak memberikan kebebasan pada para pihaknya untuk
menambah ataupun mengurangi isi dari perjanjian tersebut.

Standard kontrak menurut Mariam Darus Badrulzaman(1991:35) adalah
suatu perjanjian dimana pihak bank memberikan blanko (formulir, model)
perjanjian kredit kepada calon nasabah debitur dimana bentuk dan isi blanko telah
disusun dan disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank dengan tanpa dibicarakan
terlebih dahulu dengan calon nasabah.

Standard kontrak tumbuh dilatarbelakangi dengan keadaaan sosial ekonomi
perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan pemerintah
yang mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi untuk kepentinganya
menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan pada pihak lain,
dimana pihak pada umumya pihak tersebut mempunyai kedudukan ekonomi yang
lebih rendah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuan sehingga
menerima apa yang disodorkan itu.

Jadi telah ada penentuan syarat-syarat tertentu yang telah dibuat bank sendiri

untuk disetujui calon nasabah debitur. Dalam standard contract ini keterlibatan
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debitur hanya sejauh dimintakan pendapat apakah setuju atau tidak dengan syarat
yang tersebut dalam formulir tersebut.

Adapun penggunaan standart contract ini karena adanya perbuatan-perbuatan
hukum atau perjanjian sejenis yang terjadi secara berulang disertai isi dan syarat
perjanjian yang selalu sama, perbedaannya hanya pada obyek dan subyek. Karena
terjadi berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak pihak sehingga
menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan untuk menghemat waktu dan
alasan praktis sehingga kemudian dibakukan agar mudah penyediaannya jika
dibutuhkan dan sebagai wujud pelayanan yang baik pada calon nasabah debitur.

Melihat dari segi terjadinya maupun berlakunya maka standart contract
digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. perjanjian standart umum
adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu
oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.

2. perjanjian standart khusus

adalah perjanjian standart yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah,

baik adanya dan berlakunya untuk para pihak.

Standart contract memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya
lebih kuat;
b. masyarakat (pelanggan) sama sekali tidak ikut bersama-sama
menentukan isi perjanjian;
c. terdorong oleh kebutuhannya masyarakat terpaksa ~menerima
perjanjian itu;
d. bentuknya tertentu (tertulis)
e. dipersiapkan terlebih dahlu secara massal dan kolektif
Perjanjian baku atau standart contract ini tidaklah harus disetujui oleh
pihak yang berkepentingan, pihak tersebut dapat menerima ataupun menolak
perjanjian tersebut. Adanya unsur pilihan ini disimpulkan bahwa perjanjian baku
ini tidak melanggar asas kebebasan berkontrak ( pasal 1320 jo pasal 1338 KUH
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Perdata). Artinya pihak yang terikat masih diberi hak untuk menyetujui ataupun

menolaknya perjanjian yang ditawarkan kepadanya.

!\)

Pendapat yang tidak setuju berlakunya perjanjian baku adalah:

Pitlo

Perjanjian baku adalah dwangcontract karena kebebasan pihak yang dijamin
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dilanggar (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:37).

Sluyter

Perjanjian baku merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih
dipaksakan berdasarkan ketentuan ckonomi yang lebih kuat, sedangkan
salahsatu pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut, atau
mungkin karena kecerobohan pihak lain (Suparmono, 1997:62).

Pendapat yang setuju berlakunya perjanjian baku adalah:

Stein

Diberlakukannya perjanjian baku adalah de fictie van will of vertrouwen, yaitu
tidak ada kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak
khususnya debitur ( Mariam Darus Badrulzaman, 1991:37).

Hondius

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa
membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas
perjanjian yang sifatnya tertentu ( Ari Purwadi, 1995:58).

Yurisprudensi

Pada umumnya keputusan pengadilan tidak melarang praktek perjanjian baku
(Fuady, 1996:44)

2.3.3 Tinjauan Umum tentang KPR
2.3.3.1 Pemilikan Rumah Melalui KPR-BTN

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) menyebutkan bahwa Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu perjanjian jangka panjang yang diberikan

kepada calon pembeli rumah/ penerima kredit yang ingin membeli rumah dan ia

berkewajiban untuk mengangsur pengembaliannya secara terencana. Perjanjian
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KPR-BTN adalah perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara bank dan debitur
yang memuat ketentuan dan syarat umumnya yang berlaku atas pemberian kredit
tersebut.

Perjanjian KPR-BTN ini dibuat berdasarkan perjanjian standard contract
yaitu perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh BTN tentang syarat-
syarat dalam perjanjian tersebut dan pihak debitur hanya memberikan jawaban
setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang telah diajukan oleh Bank Tabungan
Negara (Wawancara dengan [bu Amrih Widayati, karyawan Bank Tabungan
Negara Cabang Jember, 18 Maret 2002).

Di dalam pelaksanaannya, pemilikan rumah melalui KPR-BTN melibatkan
tiga pihak. Pihak—pihak ini saling berrhubungan satu sama lain, mempunyai
kedudukan sendiri-sendiri dan merupakan satu rangkaian yang menyebabkan
timbulnya perjanjian kredit KPR-BTN. Tiga pihak tersebut adalah :

1. developer yaitu pihak yang menyediakan perumahan;

2

_ Bank Tabungan Negara yaitu pihak yang memberikan kredit;

(F'% ]

pembeli rumah yaitu pihak debitur yang menerima kredit;

Dengan adanya tiga pihak dalam proses pemilikan rumah melalui KPR-BTN,

terdapat tiga hubungan hukum, yaitu:

1 antara developer dengan pembeli, terdapat hubungan antara penjual dan
pembeli;

7 antara Bank Tabungan Negara dan masyarakat yang membeli rumah terdapat
hubungan antara kreditur dan debitur;

3 antara developer dengan Bank Tabungan Negara terdapat hubungan sebagai
para pihak yang menjalin kerjasama dalam bidang proyek perumahan, dimana
hubungan tersebut tercantum dalam surat persetujuan proyek antara kedua
belah pihak(wawancara dengan ibu Amrih Widayati, karyawan Bank
Tabungan Negara Cabang Jember , 18 Maret 2002).

Begitu juga hal perjanjian kreditnya, pihak yang terlibat dalam perjanjian

Bank Tabungan Negara dan developer perjanjian KPR-BTN adalah kesepakatan

antara Bank Tabungan Negara (kreditur) dan debitur, dengan demikian perjanjian

kredit tersebut mengikat para pihak yang membuatnya.
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2.3.3.2 Prosedur Pemilikan Rumah KPR-BTN

Untuk kredit pemilikan rumah hanya dapat diberikan oleh Bank Tabungan

Negara apabila ada titik temu atau kesepakatan antara calon pembeli dengan calon

penjual rumah beserta dengan obyek jual beli (rumah dan tanahnya).

Adapun syarat-syarat yang diberlakukan kepada pemohon adalah sebagai

berikut:

a o

I

Warga Negara Indonesia;

usia minimal 21 tahun, maksimal 60 tahun diutamakan bagi yang sudah
berkeluarga;

memiliki penghasilan yang cukup dan terjamin kelangsungannya;

belum memiliki rumah;

memiliki tabungan perdana;

memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun;

pegawai negeri atau ABRI yang sudah mempunyai NIP atau NRP;

usia 21 tahun atau dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah dan maksimum 55
tahun, dan usia 65 tahun sudah lunas;

melampirkan surat-surat identitas diri (Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, Pas Photo);

melampirkan persetujuan pimpinan dari perusahaan yang bersangkutan;

surat dari perusahaan untuk pemotongan gaji;

melampirkan surat keterangan penghasilan.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat untuk permohonan Kredit Pemilikan

Rumah Bank Tabungan Negara, maka yang harus ditempuh oleh pihak pemohon

untuk memperoleh kredit adalah sebagai berikut:

a

b.

mengajukan permohonan kredit;

Bank Tabungan Negara melakukan wawancara atau tatap muka dengan
pemohon kredit;

kemudian pihak bank mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan
Permohonan Kredit (SP3K),

pengembalian Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K)

setelah ditandatangani oleh pemohon diatas materai.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Penyerahan rumah KPR-BTN ini dilaksanakan pada saat diadakan realisasi
kredit. Untuk merealisasi kredit yang telah disetujui oleh pihak Bank Tabungan
Negara, maka pihak bank akan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan
pemberian kredit kepada calon-calon debitur antara lain:

1. penelitian persiapan persyaratan,

2. mengatur waktu pelaksanaan dengan pihak developer, calon debitur / pembeli
dan notaris/PPAT;

3. mempersiapkan naskah perjanjian kredit.

Dengan demikian setelah ditandatangani surat perjanjian kredit antara debitur
dan kreditur atau pihak bank yang dibuat secara sah, maka surat perjanjian

tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.3.4 Alih Debitur Hak Atas Rumah KPR-BTN

Alih  debitur dilakukan dengan tujuan utamanya adalah untuk
mengantisipasi terjadinya tunggakan pembayaran oleh debitur dan mencegah
terjadinya kredit macet jika debitur tidak dapat meneruskan pembayaran angsuran
(wawancara dengan Ibu Amrih Widayati, karyawan Bank Tabungan Negara
Cabang Jember, 19 Maret 2002).

Alih debitur dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:
| debitur mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembayaran;
2. debitur menunggak angsuran dan tidak dapat dihubungi bank karena debitur

tidak memberitahu alamatnya;

(8]

debitur karena suatu hal menginginkan untuk mengalihkan hak atas rumah
KPR-BTN kepada pihak lain.

Terhadap calon debitur baru juga dilakukan wawancara dan penilaian.
Permohonan penerusan hutang KPR yang diajukan oleh calon debitur baru akan
dianaliasa oleh Rapat Komite Kredit (Rakomdit). Apabila permohonan tersebut
disetujui maka akan dikeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Alih Debitur/
(SP2AD).

Setelah semua urusan administrasi diselesaikan oleh debitur lama dan debitur

baru, maka akan dilaksanakan akad kredit oleh debitur baru dihadapan
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notaris/PPAT. Untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama proses
pengurusan alih debitur akan ditanggung langsung oleh debitur baru. Biaya-biaya
yang harus dipenuhi antara lain :
1. biaya notaris;
2. biaya untuk balik nama sertifikat bila angsuran sudah lunas;
3. provisi bank.
Dalam perjanjian kredit baru antara BankTabungan Negara dengan debitur
baru berlaku hal-hal sebagai berikut:
1. jangka waktu yang diberlakukan sama dengan sisa jangka waktu dari
perjanjian kredit semula;
2. jumlah angsuran bulanan tetap;
3. suku bunga sama dengan suku bunga lama;
4. segala kewajiban yang berupa angsuran, denda dan asuransi harus sudah
disesuaikan.

Dengan terjadinya alih debitur, maka sejak saat akad kredit antara pihak Bank
Tabungan Negara dengan debitur baru, debitur lama sudah tidak mempunyai
hubungan hukum dengan Bank Tabungan Negara karena Bank Tabungan Negara
telah membatalkan perjanjian kredit dengan debitur lama dan sejak itulah

hubungan hukum yang terjadi adalah antara Bank Tabungan Negara dengan
debitur baru.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

} i1 AD rasne
———— YN e ¥

———— J "-'.-Hl‘.jﬁl:ﬁ

11I. PEMBAHASAN
3.1 Perjanjian Alih Debitur Hak Atas Rumah KPR-BTN

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah alih debitur dapat
diartikan sebagai mengambil alih, menggantikan atau memindahkan. Dengan
demikian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN dapat diartikan ‘sebagai
pemindahan hak atas rumah dan tanah KPR-BTN dar pihak pertama kepada
pihak ketiga.

Di dalam akta peralihan dan penyerahan hak, pihak pertama menyatakan
bahwa ia menyerahkan rumah dan tanah beserta beban yang melekat di atasnya
kepada pihak ketiga.Yang dimaksud beban dalam hal ini adalah sisa angsuran
yang belum dibayar oleh pihak kesatu kepada pihak Bank Tabungan Negara serta
biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pihak kesatu untuk Kredit Pemilikan
Rumah. Sedangkan pihak ketiga juga menyatakan bahwa 1a menerima penyerahan
dari pihak kesatu tanpa mengadakan tuntutan dikemudian hari.

Pembuatan akta alih debitur hak atas rumah KPR-BTN, akan diikuti
dengan pembuatan akta-akta kuasa yang merupakan kuasa dari pihak kesatu
kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan
terjadinya alih debitur hak atas rumah KPR-BTN yang terjadi diantara kedua
belah pihak.

Akta yang dibuat pada umumnya hanyalah tiga buah yang terdiri:

1. akta perjanjian jual-beli;
dalam akta ini, pihak kesatu menjual atau memindahtangankan tanah dan

rumah dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga,

(Se]

akta kuasa untuk menjual atau memindahtangankan;
dalam akta kuasa ini, pihak isteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada
pihak pertama untuk menjual atau memindahtangankan tanah dan rumah dalam

bentuk apapun kepada pihak ketiga;

(V'S ]

akta kuasa untuk melakukan pengurusan-pengurusan dengan adanya alih

debitur hak atas rumah dan tanah dari pihak kesatu kepada pihak ketiga. Kuasa

untuk melakukan pengurusan tersebut meliputi:

22
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a. mengajukan balik nama sertifikat atas rumah dan bangunan kepada kantor
pertanahan;

b. membayar bea dan biaya yang berkaitan dengan balik nama sertifikat tersebut;

c. membayar sisa angsuran dan menerima tanda bukti penerimaan angsuran dari
Bank Tabungan Negara;

d. menerima sertifikat atas rumah dan bangunan dari Bank Tabungan Negara;

e. mengambil dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan KPR-BTN dengan
pihak kesatu.

Untuk menghindari timbulnya suatu permasalahan, maka biasanya notaris
akan mewajibkan pihak kesatu untuk menyelesaikan terlebih dahulu segala urusan
yang berkaitan dengan rumah KPR-BTN. Misalnya angsuran-angsuran yang harus
dibayar pihak kesatu kepada Bank Tabungan Negara sebelum rumah tersebut
dialihkan sudah harus dilunasi pihak kesatu. (wawancara dengan bapak R.J.

Boentaran, notaris di Jember, 13 Maret 2002)

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Akta alih debitur hak atas rumah KPR-BTN beserta akta-akta kuasanya adalah
akta yang dibuat dihadapan notaris, sehingga akta-akta tersebut merupakan akta
otentik.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang
untuk itu oleh penguasa dan menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan,
baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa
yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. (Sudikno
Mertokusumo, 1998 : 124)

Akta alih debitur hak atas rumah beserta akta-akta kuasanya yang telah dibuat
oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan pihak yang menerima peralihan, telah
memenuhi semua unsur-unsur yang dikategorikan sebagai akta otentik yaitu:

I. dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris;
2. memuat keterangan para pihak, dimana keterangan tersebut disampaikan
kepada notaris dan selanjutnya notaris mencatat apa yang disampaikan oleh

para pihak tersebut dalam suatu akta.
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Akta peralihan hak atas rumah KPR-BTN beserta akta-akta kuasanya dapat

memberi perlindungan hukum terhadap pihak yang menerima peralihan, dapat
dilihat dalam hal:

a

pihak yang menerima peralihan dapat mengambil atau menerima sertifikat atas
rumah dan tanah dari Bank Tabungan Negara,

pihak yang menerima peralihan dapat mengajukan balik nama atas sertifikat
rumah dihadapan notaris/PPAT dengan surat kuasa untuk debitur baru (pihak
ketiga) tanpa harus disertai debitur lama.

Akan tetapi meskipun akta alih debitur dapat memberi perlindungan hukum,

akta-akta tersebut tidak dapat memberi perlindungan hukum kepada pihak

penerima peralihan dalam hal terjadi eksekusi terhadap rumah dan tanah yang

dilakukan oleh bank apabila bank menganggap debitur baru (pihak ketiga) telah

melakukan wanprestasi.

3.3. Upaya Penyelesaian Secara Hukum Yang Dilakukan Bank Tabungan

b O

Negara Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi
Dalam pasal 11 Perjanjian KPR-BTN disebutkan bahwa debitur dinyatakan
cidera janji apabila:

debitur tidak membayar angsuran bulanannya ataupun jumlah angsuran
bulanan yang dibayarkan kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 2
pasal 6 perjanjian ini dan/atau tidak melunasi kewajibannya menurut batas
tanggal yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal 6 perjanjian ini sehingga untuk itu
debitur telah mendapat surat peringatan 3 kali berturut-turut dari bank;

debitur melakukan tunggakan-tunggakan atas kewajiban angsuran dalam
bulanan sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 pasal 6 perjanjian ini selama
dua kali angsuran baik berturut-turut maupun tidak dalam satu tahun takwim,
sehingga untuk itu debitur telah mendapat peringatan terakhir dari bank;
debitur tidak memenuhi dengan baik kewajibannya sebagaimana ditentukan di
dalam ayat 2, 3, 4, dan 5 pasal 3 serta ayat 3 pasal 5 perjanjian ini;

debitur melanggar ketentuan-ketentuan pada ayat 4 pasal 5 perjanjian ini;
debitur tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar
ketentuan di dalam perjanjian ini, satu dan lain semata-mata menurut
penetapan/ pertimbangan bank. ( formulir perjanjian kredit: 6)
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Agar ketentuan pasal 11 perjanjian KPR-BTN tersebut di atas lebih mudah

untuk dipahami, maka penulis mencoba untuk menyimpulkan sebagai berikut,

bahwa seorang debitur dinyatakan cidera janji atau wanprestasi apabila:

1.
2.

>
3.

tidak membayar angsuran bulanan;

membayar angsuran bulanan tetapi kurang dari jumlah yang ditetapkan;
debitur melakukan penunggakan-penunggakan atas kewajiban angsuran
bulanan tidak sesuai tanggal yang ditetapkan;

debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan semua surat dan
dokumen atau yang membuktikan pamilikan atas segala harta yang dijadikan
jaminan;

debitur menarik kembali tentang pemberian kuasa kepada bank sebelum
hutangnya dilunasi;

debitur mencabut pertanggungan asuransi atas barang jaminan tersebut;
debitur tidak membayar langsung dengan sekaligus lunas atas seluruh biaya
pengikatan barang jaminan dan pertanggungan asuransi termasuk biaya
notaris/PPAT, pungutan pemerintah seperti bea materai, bea pendaftaran/
pencatatan di kantor agraria dan premi asuransi yang menjadi tanggungan
debitur, hal mana bank telah membayarnya terlebih dahulu;

debitur telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan, seperti,
merubah bentuk rumah, membebani lagi harta tersebut dengan hipotik,

menyewakan atau menguasakan harta tersebut kepada pihak yang lain.

Dengan demikian, maka ketentuan inilah yang dipakai oleh Bank Tabungan

Negara sebagai alasan untuk menentukan terjadinya wanprestasi atau cidera janji

bagi debitur, sebagaimana yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian Kredit

Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara. Jadi segala ketentuan yang terdapat

didalam formulir perjanjian kredit tersebut harus dipenuhi oleh debitur setelah

adanya realisasi kredit. Setelah direalisasikannnya perjanjian kredit hal mana

debitur tidak melakukan kewajibannya maka debitur dinyatakan wanprestasi atau

cidera janji. Dalam perjanjian KPR-BTN bank dianggap sebagai kreditur,

sedangkan pihak debitur dilaksanakan oleh nasabah Bank Tabungan Negara.
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Sedangkan dalam praktek Bank Tabungan Negara yang menjadi faktor
terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:
|. debitur tidak mampu mengangsur karena pengeluaran sehari-hari semakin

meningkat, sedangkan pendapatannya adalah tetap;

|8

debitur telah meninggal dunia sedangkan ahli warisnya tidak sanggup untuk

melanjutkan pembayaran pelunasan angsurannya;

'bJ

karena debitur kehilangan pekerjaan, sehingga debitur mengalami kesulitan

untuk membayar angsuran setiap bulannya;

4. debitur pindah ke kota lain karena adanya mutasi pekerjaan, hal ini dapat
menimbulkan pengeluaran biaya yang tak terduga sehingga dapat
menimbulkan macetnya angsuran kreditnya (wawancara dengan Ibu Amrih
Widayati, karyawan Bank Tabungan Negara Cabang Jember, 19 Maret 2002).
Untuk menghindari semakin besarnya tunggakan angsuran kredit, maka bank

menganjurkan kepada debitur agar dilakukan alih debitur untuk melanjutkan

pembayaran angsuran kredit dengan seijin Bank Tabungan Negara.

Terhadap debitur yang wanprestasi, pihak Bank Tabungan Negara tidak serta
merta memerintahkan pengosongan rumah yang telah ditempati debitur. Tujuan
utama dari program pemberian Kredit Pemilikan Rumah kepada masyarakat
adalah untuk membantu masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah
kebawah agar debitur tersebut dapat memiliki fasilitas perumahan. Oleh karena itu
apabila debitur melakukan wanprestasi, maka terhadap debitur tersebut akan
dilakukan pembinaan terlebih dahulu kepada debitur sebelum bank melakukan
penyelamatan kredit (wawancara dengan Ibu Lussyana, karyawan Bank Tabungan
Negara Cabang jember, 19 Maret 2002).

Dalam kaitannya dengan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur,
maka dalam menghadapi debitur yang wanprestasi seperti yang disebutkan dalam
pasal 11 perjanjian KPR-BTN tersebut di atas, maka kreditur/bank telebih dahulu
memberikan peringatan/ penyelesaian tunggakan angsuran KPR kepada pihak
debitur yang menunggak angsuran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
sebelum surat peringatan terakhir tentang pelunasan seluruh sisa hutang debitur

diterbitkan.
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Adapun surat peringatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. surat peringatan | penyelesaian tunggakan angsuran KPR;

2. surat peringatan Il penyelesaian tunggakan angsuran KPR;

)

surat peringatan Il penyelesaian tunggakan angsuran KPR;

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, bank dalam hal ini terlebih
dahulu melihat atau mempelajari faktor penyebab terjadinya wanprestasi. Jika
penyebab wanprestasi tersebut karena ketidakmampuan debitur untuk membayar
angsuran KPR-nya, maka bank akan memberikan kemudahan bagi debitur untuk
dapat melunasi tunggakan angsurannya dngan menawarkan beberapa alternatif,
yaitu:

1. bank menawarkan supaya debitur melakukan pengunduran jangka waktu
pelunasan Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara, misalnya dari

jangka waktu 15 tahun menjadi 20 tahun;

b9

bank menawarkan rumah vang lebih kecil dari rumah yang ditempati,

misalnya dari KPR type 36 menjadi type 21;

(U8

bank menawarkan kepada debitur untuk membayar angsuran KPR setiap

bulannya disesuaikan kemampuannya;

4. bank menawarkan kepada debitur untuk melakukan pengalihan hak atau
menjual rumah berikut tanahnya kepada orang lain.

Apabila debitur belum melunasinya, maka bank akan menerapkan ketentuan
pasal 10 ayat 2 perjanjian KPR untuk mengosongkan rumah dalam jangka waktu
30 hari setelah surat perintah ini dikirim.

Akan tetapi sebelum ketentuan pasal 10 ayat 2 ini ditetapkan, bila juga surat
peringatan terakhir tersebut tidak dihiraukan oleh debitur sehingga masih terjadi
penunggakan angsuran KPR, maka debitur masih diberi kesempatan dalam bentuk
beberapa alternatif yang harus dipenuhi oleh debitur agar pengosongkan rumah
tidak dilakukan.adapun alternatif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. pelunasan tunggakan sekaligus dengan segera;
2. jumlah tunggakan diangsur dalam jangka waktu sesingkat mungkin;
3. jumlah tunggakan diangsur selambat-lambatnya sampai akhir tahun kalender

yang bersangkutan;
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4. pembayaran sekaligus jumlah tunggakan selambat-lambatnya pada akhir tahun
yang bersangkutan (wawancara dengan Ibu Lussyana, karyawan Bank
Tabungan Negara Cabang Jember, 19 Maret 2002).

Apabila upaya-upaya pembinaan yang dilakukan Bank Tabungan Negara
terhadap debitur yang menunggak angsurannya menemui jalan buntu atau tidak
ada penyelesaiannya, dalam arti debitur yang bersangkutan tidak mengindahkan
serta tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka Bank
Tabungan Negara akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal
10 ayat (2), (3), (4) perjanjian KPR-BTN yang menyatakan bahwa:

Ayat (2) apabila setelah mendapat peringatan dari bank, debitur tidak dapat
melunasi seluruh kewajiban pembayaran yang seketika ditagih oleh bank
karena terjadinya hal-hal yang disebutkan di dalam;

Avat (1) pasal ini, maka bank berhak memerintahkan kepada debitur untuk
mengosongkan rumah berikut tanahnya yang telah dijaminkan oleh debitur
kepada bank di dalam perjanjian ini, dan debitur mengikatkan diri untuk
melaksanakan pengosongan rumah dan tanah termaksud, selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 30 hari dihitung mulai tanggal perintah bank itu, tanpa
syarat-syarat dan ganti rugi apapun;

Ayat (3) pasal ini menyebutkan apabila debitur ternyata tidak mengosongkan
rumah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka
bank berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna
mengeluarkan debitur dan mengosongkan rumah tersebut;

Ayat (4) pasal ini menyebutkan debitur dengan ini menyatakan melepaskan
haknya untuk meminta bantuan dari instansi manapun mengenai pengosongan
rumah tersebut, apabila haknya untuk itu memang ada. (formulir perjanjian
KPR-BTN).

Setelah terbitnya surat pemberitahuan untuk pengosongan rumah berikut maka
debitur masih diberikan kesempatan selama 30 hari untuk melunasi hutangnya.

Apabila kita lihat tentang penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh
debitur di dalam perjanjian KPR-BTN ini adalah sangat tegas, akan tetapi di
dalam praktek tidak setegas apa yang tercantum didalam perjanjian KPR -BTN
tersebut, karena pihak bank masih bersifat lunak dalam menerapkan sanksi
terhadap debitur yang wanprestasi. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya bank
yang memberi kelonggaran kepada pihak debitur yang menunggak angsurannya

yang berupa pendekatan-pendekatan terhadap mereka yang melakukan
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wanprestasi atau berusaha mengajukan agar debitur yang wanprestasi melakukan
alih debitur terhadap pihak lain.

Hal ini dilakukan oleh bank karena alasan kemanusiaan, mengingat tujuan
pokok diadakannya pemberian kredit pemilikan rumah ini adalah membantu
masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah sendiri untuk dihuni karena tidak
mampu membeli.

Namun bukan berarti Bank Tabungan Negara membiarkan saja terhadap
pelanggaran tersebut, hal ini terbukti dengan adanya tenggang waktu selama 30
hari yang diberikan kepada debitur oleh Bank Tabungan Negara untuk melunasi
hutangnya

Setelah diterbitkannya surat pengosongan rumah berikut tanahnya, tidak
terpenuhi maka bank akan melakukan hak eksekusinya atas barang jaminan yang
dijaminkan kepada pihak Bank Tabungan Negara, sesuai dengan ketentuan pasal
12 ayat (1) perjanjian KPR-BTN.

Penyelamatan kredit yaitu dengan melakukan penyelamatan piutang kepada
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).berkas yang telah
diserahkan bank kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
selanjutnya diproses. Lamanya proses adalah 6 bulan, kemudian akan
mengirimkan surat panggilan kepada debitur. Apabila surat panggilan tidak
dihiraukan, maka dikeluarkan surat paksa yang diikuti dengan surat sita dan
selanjutnya akan diadakan lelang atas rumah dan tanah yang menjadi jaminan.
Hasil dari lelang tersebut diserahkan kepada Bank Tabungan Negara sebagai

pelunasan sisa hutang dari debitur.
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4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada

akhirnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

pelaksanaannya yaitu dibuatnya akta perjanjian alih debitur. Pembuatan
akta perjanjian ahli debitur hak atas rumah KPR-BTN, diikuti dengan
pembuatan akta-akta kuasa yang merupakan kuasa dari pihak kesatu kepada
pihak tiga untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan
terjadinya alith debitur hak atas rumah KPR-BTN yang terjadi diantara
kedua belah pihak;

akta alih debitur dapat memberi perlindungan hukum dalam hal:

a. pihak yang menerima peralihan dapat mengambil atau menerima sertifikat
atas rumah dan tanah dari BTN;

pihak yang menerima peralihan dapat mengajukan balik nama atas
sertifikat rumah di hadapan notaris/PPAT dengan surat kuasa untuk

debitur baru tanpa harus disertai debitur lama;

. upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam membayar angsuran pada

KPR-BTN pihak Bank Tabungan Negara Cabang Jember menggunakan

saluran damai dengan pertimbangan-pertimbangan untuk lebih memudahkan

pihak debitur dengan kreditur. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang

Jember juga menggunakan saluran hukum dalam menyelesaikan wanprestasi.

Saluran hukum disini yaitu bank menyerahkan kepada Kantor Pelayanan

Piutang dan Lelang Negara(KP2LN).

4.2. Saran

Untuk membantu pemecahan masalah yang ada dalam praktek maka

penulis mencoba memberikan saran-saran yang dapat menjadi masukan untuk

mensukseskan program KPR-BTN yaitu:

1. untuk dapat memenuhi target pemeritah dalam pengadaan perumahan,

sebaiknya pihak developer perlu menekan nilai jual rumah berikut tanahnya,

30
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sehingga pemerataan EDWk mendapatkannya dapat dijangkau oleh masyarakat
luas, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah;

_ dalam pengadaan proyek KPR-BTN ini, hendaknya pihak pemberi kredit
(Bank Tabungan Negara) dan pihak developer tidak hanya berorientasi pada
keuntungan saja tetapi perlu diperhatikan secara seksama bahwa program
KPR-BTN ini merupakan kegiatan yang mengangkat taraf hidup manusia;

. debitur yang tidak dapat melunasi angsuran, hendaknya mengalihkan hak atas
rumah KPR-BTN dengan seijin Bank Tabungan Negara dan Notaris/PPAT
yang dituangkan dalam akta perjanjian alih debitur hak atas rumah KPR-BTN
dan akta kuasa yang lain;

. hendaknya dalam upaya penyelesaian wanprestasi bank benar-benar melalui
saluran hukum yang ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memberi kepastian
hukum, agar nantinya debitur lainnya tidak menyepelekan bank sebagai

pemberi kredit.
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Nama «DYZA RIDANG RATNASARI.

NIM 20071010113,
Fakultas/ BS : Flukusa / Thuae Hukum.
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Lala): i-If_"li‘ )
i, v 'Q'tal Re p?ﬁl‘iQﬁ)ﬁM m[yer;smas Jember \
R (LT : '

Yang bertanda tangan ditawaly ini @ smmmmmmse s
¥. N ama
Pekerjaan
Alamatl
.. Yang dalain hal ini telah mendapat kuasa persetijuan dar oaya yait o
pertempal tinggal sama denyes suaminya
yaitu
- Demikian berdasarkan KUASA MENIJUAL dikawah fangan, tertanggel -=-===""
1 Februari 2002, yang didaftar oleh saya, RJ. ROENTARAN gANT0SO, SH,
Notaris/PPAT di Jember, tertangeal 5 Februari 2002, Nomor: 12344/11/2002.

-------------------------- I’HMK PERTAMA/PENIU A Sesscnnnnmotamnsmposnimsomn s
I.Nama

Pekerjnar

Alamat
.................................. PHIAK KEDUAPEMEIRE | oo somemerms 2

Para pihak mene gnykan terlebih dabuln balnwa pibak pertania me ik an din kepada

pihak kedua untukahenpaal ;- e i S
Untuk menjual atas ; == »=---=mmmm=mmmmmmr i M g e RS
Sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumal yang Lopdict ciatnsnya berupa

go.bhuah bangunan pumaly KPR BTN, type 36, Blok D-13, rerletak

>3
Dengan memaiai svarat-syarat dan perianjian-per: iarian sebagal berikut & --ommmmmemmmme
1. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta mpial) yang
telalh dibayar lunas olch pihak ked kepada pihak pertama pada saat penanda-
tanganan akta ini dan untuk penerimaan uang sejumlaly Rp. 10.000.000,-- (sepuluh
juta rupiah), maka akta ini berlakn sebagai tanda penerimaan atau lwitansinya yang
SR, e e s s S eSS T R e m ey S S R

Tanah dan rumah berikut kunci-kuncinya telah diserahkan oleh pihak peiama

2

kepada pihak kedua pada hari ini dalam keadaan baik dan lenglap. - - -—-m==smm
3. Terhitung sejak hari ini, pihak pertama qudalt tdak lagi memoun; i hal atas tanah

dan rumah KP¥ BTN tersebut dintas dan beralih haknya kepada pii o< Ledua. =----=
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4. Pihak kcdua wajib meneruskan angsuran /[ ¢ icilan ke 68 dan selpruznya vas t'm.lh
dan ummh KPR BTN tersebut diatas sampai 1inas, smmmmssmssmmmssessiemios o mmmmmmmmes

Pihak pmlumn menjamin kepada pihak kedua bahwa apa yang telan Jl_]tu.llllyd

i

L% ]

menurut akta ini adalah benar-benar ; —m-smenor-ssmressessoennmrmsean o
-. Milik pihak pertama, tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai hatas-batasnya
maupun pemilikannya, belum pernah dijual kepada pihak lain dan pihak kedua
dibebaskan dari segala tuntutan / pertanggungan jawab dan tidak akan mendapat
tuntutan dari ahli waris pihalk pertama / pihak lain dalam bentuk dan cara apapun. ==
Demikian Perjanjian Jual Beli ini kami buat secara bersama dengan sebenarnya dalam

keadaan sadar tanpa kekhilafan, tipnan manptn paksaan dari pihak manapug. -=--=====-=-

y Jember, § Pebruari 2002.
PIHAK KEDUA/PEMBELIL : PIHAK PERT /‘\Mr\ 1’1"N]UA[

| (ﬂ’(’f,gzb " ”( / L
(1

Nomor : 12345/11/2992. :
Yang bertanda 1angan dibawah ini saya, RADEN JOHANNI S 'L NTARAMN
SANTOSO SH., Notaris di Jember, menerangkan bahwa saya telah men:b. cakan das
mcny,ln‘;l\nu isi nkf'\ ini kepada : ,
I

7

yang saya Notaris henal, sesudah i mercka laln menibububkan tanda tangan/ cap
jempol, pada akta ini, dibadapan saya, NOLaris, «sssemsssseommmmnesmmmmermsssms s mm s

;,r'—';‘.]ul‘n]_)'%l.‘, 5 Tebruari 2002,
S AVERE S 4y Ndaris di Jember,
0 9 L
‘,. N

i T j.. )__

[alamaan }_('rﬂwﬂ_\?_;:
Dlgltal Repository Universitas Jembeg "'('—‘f .:“'f |

)
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D'g'tal Repository Universitas Jembert :(' i
a KUASA MENJUAL N dien

Q& ¢ 0 R | (T . i }

1 alanyany J’m‘l. R3S RLAVE
Ll \‘

Yang bertanda tangan / cap jempol dibawal $111 3 Smemm e m amm e m SRS S e e e T e
Nama
Pekerjaan
Alamat
-. Yang dalam hal ini telah mendapat kuasa pusullumn dari l‘;!l‘ll'l)‘l yaitis
bertempat tinggal sama ‘dengim
suaminya yziﬂ'ﬁ": .. i
-. Demikian bc;'dasnrknn KUASA MENJUAL dibawah tangan, fertanggal ----
1 l"d)rum'i 2002, yang didaftar oleh saya, R]. BOENTA RAN SANTOSO, SH,
Not’nm/PPAT di Jember, luhmus: 5 Februari 2002, Nomor 12344/1172002.
Mcnerangk:m dengan ini mcmbut}\uam ROl § e e e TR
Nama |
Pekerjaan <

Alamat

itk e ) MR A e e e T ---
St.htd‘mg sanah berikut scbuah bangunan rumah yang besdin diatasnya ey .m

schuah bangunan rurah KPR BTN, type 36, Blok D- 13, terletak di
}

Untuk keperlna tersebut diatas penerima Kuasa berhak untuk menghadap kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuatkan Alta Ju:ﬂ Bc!in_y:l, menanctatangani ¢kta
jual belinya, memberi keterangan-keterangiun dan nkm‘\ul kwitansinya atis penerim an
dari apa yang dijualnya tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan ¢emi tercapainya
pcmbx_rnn PR oSSR Sy 5 A

Kuasa ini (llbcui\:m Jengan hak substitusi sebagian maupun seluruhnya, --se=-msmm=-=====""
i

Jembsr, 5 Pebriari 2002.
PENERIMA KUASA PELIBERI K u\/y\
\‘i‘l_v /

‘ ' / RAIA
= gt /
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Nomor : 12346/11/2002.
Yang bertanda tangan dibawah ini saya, RADEN JOHANNES BOENTARAN
SANTOSO, SH., Notaris di Jember, menerangkan bahwa saya telah membacakan dan
menjelaskan isi akta ini kepada : '
1.

2,

yang saya Notaris kenal, sesudah it mereka lalu membubuhkan tanda tangan/ cap
}cmpnl pada akta ini, dihadapan saya, Notiris, —eemeee e
et S an,
.,,—'-"‘; ?ls..mg&.f"*) \%}.hru:m 2002.
&5 ND‘IHI?"( i Tember,

\(m .BOI-\']’AI\A§’ SANTOSO, SIT) &

e e o
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KUASA PENYETORAN

‘ L' [P T i

Yang bertanda tangan / cap jempol dibawal ini ; --mmemsemmmommmmmemmmmm e
Nama ;
Pekerjaan
Alamat

- -, Yang dalam hal ini telah mendapat kuasa persetijuan dari istrinya yaitu :

11 1, bertempil tinggal sama dengan
snaminya yaitu @ S
-. Demikian berdasarkan KUASA MENJUAL dibawah tanzan, ertanggal ------ "

1 Februari 2002, yang didaftar oleh saya, RJ. BOENTARAN SaNTOSG, Sli,
" Notaris/PPAT di Jembgr, tertaneeal 5 Februari 2002, Nomor : 12344/11/2002.

e 1=
Menerangkan dengan thi memberi kunsa kepndn 3 —————Se-misgteommsnemn R AR e
' Nama b
Pekerjaan
Alamat
R e KHUSUS-- - .

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa berhak dan ¢iberi kuasa totuk

mengansur cicilan sAMpai 1unas atas : ---s-s—ss=seossesmsmmmmemr o
. Sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah yang berdini diatasnya berupa

sebuai bangunan rumab KPR DTN, type 36, Blok D-1., terletak di °

Kepada instansi yarg bersangkutan / BTN Cabang Jember, mi nghadap kepada Pejabat —
pejabat yang berwenang, menandatangani sural-surat  yang diperlukan, membuat,
meyurah merabuat, membayar apa yong wajib dibayar dan mengansis cicilan rumah

KPR BTN tersebut diatas hingga lunas dan tidak ada tindakan yang dikecualikai demi

tercapainya pemberian kuasa T —— i A e

3

Jember, 5 Pebruari 2002.

PENERIMA KUASA ' PEMBER] KUASA :
Fd
e / :
C' =h J
\ = O (A Me
i )4 .
( ‘ :

el

/
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X
¢ Sy .':'- ] ‘\
Nomor : 12347/11/2002. “ra
Yang , bertanda tangan dibawah ini saya, RADEN JOMANNES BOENTARAN
SANTOSO, SH., Notaris di Jember, menerangkan balwa saya telah membacakan dan
menielaskan isi nkta ini kepada

1
2

yang saya Notaris kenal, sesudah itu mereka lalu membubuhkan tanda tangan/ cap
jempot, pada akta ini, dihadapan saya, Notari§. =-=--== —meme -

{ il
TR e oy th
3 \“'v f}_::-‘-)'fr:“i o ."; .y LA
S (RIEBOENJARAN SANTOSO, Sy


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

) :wln‘nlﬁ i,'\m‘n(#
Dlgltal Repository Universitas Jember . )\

Rk
\ "n‘:wl“ ’
N

NARLUTA U KUASA KITUSUS Pt
Vang bertanda tangan / cap jempol Jilsaeal il & —rmmmssssssememn sy e TR
Nama : i
, Pekerjaan
. Alamat ; L

-. Yang dalam hal ini telah mendapat kuasa persetuiuan dar? sstrinya yaitu :

bertempat tinggal sama dengan

suaminya yaitu :

-. Demikian bcr.dnsark;m KUASA MENJUAL dibawah tangan, fertanggal ===

1 Tebruari 2002, yang didaftar oleh saya, I 1. BOENTARAN SANTOSO, ST,
Notaris/PPAT di Jeml:cr, tertanggal 5 Februari 2002, Nomo™: l2344m/i: 002.

Menerangkan dengan . TRt e e A AN -
Nama
Pekerjaan
Alamat

s i SRR A~ N R

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penct ima kuasa ben ak day ¢ beri Kuasa untuk
mcngdmlul ,cmﬁk'\t Sebidang {anah berikut sebuah baub ma iatsal yang berdin

diatasnya berupa sebuah bangunar rumah KPR BTN, type =6 Bl 113, tertetak i

Pada instansi - instansi yang persangkutan / dimana gertifikat tersebut Lerada pada
instansi lainnya yang ada hubungannya dengan KPR BTN tersebut, dengan calatan

angsuran tersebut telah dibayar Hon S s R T

Demikian kuasa ini kami buat dengan sebenarmyst.

Jember, o Pebruari 2002,

PEMBERI KUASA : PEMBIR! KUASA ¢

i
O
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Nomor : 12348/11/2002.
Yang: bertanda tangan dibawah ini saya, RADEN JOHANNES BOENTARAN
SANTOSO, SH., Notaris di Jember, menerangkan bahwa saya telahh membacakan dan

menjelaskan isi akta ini kepada :
T

2.

v TV L W g ARMAe & SAshsssapmy m== e = oo o1 -

yang saya Notaris kenal, sesudah itu mercka lalu membububkan tanda tangan/ cap
jempol, pada alkta ini, dihadapan saya, Notaris. - G L B

; :--': ;,!‘Uﬂ\l,‘-'-%!.f: N 5 Fabruari 200%.
L Lo
Ve Nqiays (i Jember,

g Q\EK;\?ANTOSO,SH.)
L N e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

] i

Yang bertznda tanganll’ cap jempol dibawah O SN O =

Numa-
Pekerjaan

Alamat

Menerangkan dengan ini member kuasa LA o mmmmmmme e et
\

Nama
Pekerjaan
C T At sl

|
Untukmemml atas : - e oW

ScbuLuw tanah beri l\ut sebuall bangunan rumal Yang berditi diatasnyn berupa
) 3 I

sebiah bangunan rumah KPR BTN, type 30, Blok D=3, eletek di

Untuk keperluan tersebut diatas penetima kuasa berhak untuk menghadap kepada
Pejabat Penbuat Akta Tanah antuk dibuatkan Akta Jual Belinya, menandatargani akta
jual belinya, memberi keterangan-keteranzan dan memberi kwitansinya atas penerimaan
dari apa yang dijualnya tersebut, tidalk ada tindakan yang dikeenalikan demi tercapainya

pemberian kuasa ini. - SIS R CRRS SRS ;

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi se shagian maupun sehiruhn g, ---—--rn essees

Jember, 1 Februari 2002,

PENERIMA KUASA : PEMBLRI KUASA:

=
/

/7(/

ni, 12349 /T /2002,
Telah ditarial Qun didafiny

(Bawaarmerkt)
€ Pepryati 2002

P S —————————

di Jembor
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SYARAT-SYARAT PERMOHONAN ALIH DEBITUR

I. DATA PRIBADI DEBITUR BARU ( PIHAK II )

Lampiran V1

1. COPY KTR/BUKTI DIRI PEMOHOM (SUAMT/TETRL) 5 LEMPAR
2. COpy KARTUY KELUARGA g | [IMRAR
% COPY SURAT NIKAH (ARABTLA SUDAH KEWTIN) 5 L.EMBAR
4. COPY BUKTI WNI (HANYA UNTLRC W MNOM PRIGUMT) 2 LEMBIR
5 PAS PHOTO 3 X 4 TEREARLU (SUAMI/ISTRI ) 1 LEMRBRAR
II. DATA PENGHASILAN
A. PEMOHON DENGAN PENGHASILAN TETAP
1. CORY 8.K. PEGAWAY TERAKHTR LEGRL ITSIR 1 1EMBAR
5 COPY NIP / NRR / NOMOR Priaawal LEGALISIR 1 LEMEAR
z. CORY SLIP GAJT TERAKHIR LEGALISIR 1 LEMBAR
4. SURAT KETERANGAM PERUSAHAAM/INSTAMSGT
5. SURAT KUASA POTONG GAJI
B. PEMOHON DENGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP / WIRASWASTA
1. SURAT KETERANGAN LURAH
5. RINCIAM PENGHASTLAN PERBULAM (LARORAM KEUANGAM )
%. SIUR, TDP, NIPWP
4. COPY REKENING KORAM TIGA BULAN TERAKHIR
III. DATA-DATA UNTUK DEBITUR LAMA ( PIHAK I )
1. COPY KTR/BUKTI DIRI PEMOHON (SUAMI/TSTRI) 5 |LFEMBAR
7. Copy KARTU KELUARGA 5 LEMBAR
% CoPY SURAT MNIKAH (APABILA SUDAH KAWTM) 5 LEMEAR

3

LAIN-LAIN

Az

TELAH MENJADI NASARAH BANK BTN PADA TARUNGAN / GIRO
L, UNTUK PERSIAPAM BIAYA PROSES aAlLIH DEGITUR. ~

—= hata

e To1e 0 0I8laleToauded
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PT. BANK TABUNGAN NEGATRA (Persere)

Digital Repository Univ

diterima cari

Lampiran dari form [-AD/KPR

PERMOBONAN ALII DEBITUR RS —
Untuk segala permintaan penjelasan harap Mamar
hubungl telpomn § ......cccoocmvrreniniminiinemsresiisn
Penjelasan
Yang bertanda tangan di bawsh ini :
18 Nama lengkap (huruf cetak) :
2 Alamat :
sebagai debitur KPR No.
tidak mampu lagi untuk meneruskan snosuran KPR ybs,

1

ki i Yams «
, berhubung kami :

akan pindah ke tempat lain X *)
dengan ini mengajukan permohonan unglik mengzfilikan hutang dan segala hak serta kewajiban

yang timbul dari KPR tersebut kepac [ihak lain,
G

“
prefiintran Balon gane harcedia
zolon yanRg Derse

*y

Untuk itu dengan ini kami phida 26 hovs v

-

mAdhor 2ehr Dank menuniuk calon yang bersedia

/%,
untuk mengambil alih hv 22‘5,{\"55"'_./‘.5'.‘"..‘?:?‘: beritart ¢
i
3.  Nama lengkap (huruf cetak

4, Alamat

/

5.  Keterangan selengkapnya mengenai czlon debitur baru dilampirkan, pada form I-1/AD/KPR.

Rumah yang akan dialihkan haknya dn'am rangla alih debitur iri

6. Lokasi
i Nama Developer
8 Nomor SPP BTN

9.  Tipe rumah

10 Nemor kapling, :

Pemohon alih debitur ini kami ajukan setelzah kami mencapai kesepakatan mengenai
penetapan hak dan kewajiban kami masing-masing antara Iain menyangkut kesepakatan harga, uang
muka dan cara penyelesaiannya yang kesemuanya itu tidak aan menimbulkan tanggung jawab di Pihak
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam bentuk apapun, dan untuk pelaksanaan alih debitur ini
kami sanggup untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Tabungan Negara

(Persero).
*)  Coret yang tidak sesuai o [ - et s 5. P e o) s ta ety 20 i
Pemohon :
Materai
Rp.

(Calon Debitur baru) (Debitur lama)
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A ) RA (Persero
() PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) [~ Diisi oleh BTN 4
l Diterima dari
\ Temor Urut 21,
PERMOHONAN PENERUSAN HUTANG 77 %

™altiyee toema hadirftidal hadir

Untuk segala permintaan penjelasan harap hu- =

BUNET EIEPON © wooivvoaircsncs e { R

R o
Yang bertanda tangan di bawah ini mengajl&zm permohonan dan kesediaan untuk penerusan hutang KPF
dengan data dan keterangan sebagai berikut :

1. Data Pemohon \

i 3. Pas foto
1. Nama lengkap (huruf cetak) a] 2. Memor X.T.P |‘ Pemohon
/
c\% i
/ - |
r: » \ {
; A, Vi i ; i
4. Alamat/tempat tinggal saat ini (sejak of B £ AN ) Qv 4
&,
5. Tempat dan tgl. Iahir Gy Jenis i 7. talrs 2. Jumlah anak
%/ i/ Tidak ) |
/_.‘-‘1._{ 4
. : N
9. Pekerjaan / mata pencaharian saat i (Sti2: )
_  Nama instansi / perusahaan / jenis usah?
~  Alamat kantor / tempat usaha
_ Nama dan nomor telpon atasan langsing / refermnsi -
- Gaji / penghasilan bersih pada saat ini per bulan
1. Data Istri / Suami Pemohon 1
3. Pas foto
. 2 labminr < P
1. Nama lengkap (huruf cetak) 1l 2 Nemer XT.R \ iy ge
4 |
i - |
- .
4. Tempat dan tgl. lahir |‘ 3% 4
|
5. Pekerjaan / mata pencaharian saat ini (sejak ¥

Nama instansi / perusahaan / jenis usaha
Alamat kantor / tempat usaha

_ Nama dan nomor telpon atasan langsung / referensi
Gaji / penghasilan bersih pada saat ini per bulan

{

Pengembalian form ini harus disertai isi
dan data lengkap sesuai form 1/ KPR-86 terlampir

- " AT DD
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II1. Mohon pertanyaan ¢ lb:t\\%!h Iﬁuetgj)gv?llltg!;yml%mnltvtﬁxr %ﬂ.a's ‘J em ber

1. Apakah pada saat ini Saudara/atau istri/suami Saudara belum memiliki Tumah 7 e

2. Apakah Saudara sudah mencapai kesepakatan dengan pemilik rumah/debitur lama KPR/BTN
mengenai harga, uang muka, beban-beban biaya yang menyangkut alih debitur/peralihan hutang yang
BETSEOEIUIRN) T -wvsstiissseovs msmsesseasssm i SERASF R ey s s TSRS s ST o s R

3. Berapa jumlah bersih yang Saudara sanggup untuk Saudara teruskan/ambil alih pelunasannya ?
Rp. akan Saudara lunasi segara angsuran setiap bulan. Rp.
selama jangka waktu sampai lun@\

SR
-

6. Apakah sudah tersedia jumlah untuk &J Uka dan biaya-biaya yang dipetlukan untuk alih debitur
ini 7 Jumlah Rp. iil tersedia dalam Buku, Tunai / Tabungan di Bank

4. Nama debitur lama No. debitur

5. Lokasi proyek perumahan tipe rumah

s
:

5> .

7. Apakah Saudara akan menghuni_sefgh rumah, tersebut di atas 7 ..o
. %

8. Apakah Saudara dan / atau istri / suami mempunyaj rekening / tabungan / simpanan lainnya di Bank

, jumlah Rp. oot Nosaaeeiaens berupa :
\ h

N -

. .
IV. PERNYATAAN PEMOHON DAN ISTRI / SUAMI PEMOIIOM :

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebagai bertkut -

|. Data dan jawaban yang saya sampaikan dalam lembar permananan int berikut lampirannya dan kelal
pada saat wawancara adalah semata-mata sesuai dengan kebenara

2. Apabila dengan sengaja saya menyampaikan data atau keterangan yang ternyata tidak benar dalan
pengajuan permohonan ini, maka kami bersedia untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yai:

berlaku, termasuk pembatalan pemberian KPR dan ditindak sesuai dengan hukum.

3 Permohonan ini kami ajukan setelah kami mengetahul, memahami dan sanggnp ik remenuhi ketentua
dan syarat KPR BTN.-

Jakarta,

Istri / Suami Pemohon,
Pemohon

Meterai
Rp.
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1. Penilaian Data :

1. Data/keterangan : — Masih harus dilengkapi dengan
— Telah dilengkapi tanggal
2. Data untuk alih debitur

- Nama debitur lama ' No, debitur :

— Rumah KPR ybs . lokasi Developer / SPP ¢

- Tipe rumah : No. kapling

- Harga jual dalam SPP Rp. maks. KPR semula Rp.

— Realisasi KPR semula tgl. jangka waktu KPR :

- Suku bunga %, angsuran per bulan Rp.

— Posisi hutang per Rp. tidak terdapat /
terdapat tunggakan sebesar Rp. tunggakan bulan).

Surat peringatan terakhir (apabila ada tunggakan) dikirim tgl.

3. Penilaian penghasilan dan angsuran

3.1. Penghasilan yang dapat diperhitungka @1} enentuan angsuran !
a. Pokok / Utama Pemohon
b. Tambahan Pemohon
c. Istri / Suami
d. Jumlah

32. Angsuran per bulan maksimu
dengan ketentuan tidak melebzhiZ ari (a), jangka waktu pelunasan maksimal

hun dikurangi usia pemohon).
[I. Usul / Pendapat :

— Ditolak karena :

_  Disetujui alih debitur, dengan syarat sebagai berikut :

(tidak lebih dari 1/3 dari (d)

Penilai / Pewawancara Ka Sub Seksi Ka Seksi
Penilaian Kredit Kredit

— Jumlah yang dialih debiturkan Rp.

— Harga jual *) Rp.

- Uang muka *) Rp.

~ Tunggakan yang harus dibersih- Rp.

kan **)
- Jangka waktu pelunasan .
— Angsuran per bulan Rp.
Parap Tgl. Prp. Tgl. | Prp. hari  Tgl.

*) Hanya apabila dalam keadaan debitur lama tidak hadir/diwakili BTN.
**) Hanya apabila tunggakan yang harus dibersihkan.

II. Keputusan Pimpinan Cabang melalui Rakomdit.

- Tanggal Rakomdit - Keputusan : DisetujuifDitolak/Ditangguhkan/Diajukan k
pada Direksi untuk perlakuan khusus.

IV. Pelaksanaan :
- Diajukan / dilaporkan kepada Kantor Pusat :
- Diterbitkan SP2AD diterima kembali
- Rencana tgl. alih debitur : rencana alih debitur :
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Catatan lain - lain

( Diisi oleh Bank, untuk mencatat hal-hal lain yang
perlu, tetapi tidak dapat ditampung pada halaman 3 ).
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(Parsero)

Jumlah Pinjaman  Rp. (1,110, g i

Uang Muka . pp. [, OC1.000.000003

Jangka Waktu @ (I Bulan FOTO TERBARU FOTO TERBARU

Tujuan Pinjaman : [_]Beli Rumah [ Beli Rumah Usaha ] Beli Rumah Susun PEMOHON ISTRI/ SUAMI
[IBeli Apattemen [ Beli Kapling Siap Bangun PEMOHON
JBangun Rumah [ Bangun Rumah Sewa (UKURAN 3 X 4) (UKURAN 3 X 4)
[T Renovasi Rumah [ Perluasan Rumah
[ Take Over Kredit 7 Lain-lain .....

Nama Pemohon - Gelar
Tempat Lahir
Kewarganegaraan
Status Perkawinan

No. KTP

Alamat (Sesuai KTP)
Kelurahan

RT / RW

Kota

Kelurahan

RT /RW

Kota

| Tempat Tinggal Saat Ini

il
o E g e

Alamat Untuk Dihubungi :

DATA PEMOHON
T = T

| | L1

| |

L1l oL C

T I

{ {1 11 L1411 11 TanggalLahir: (A O U T

: CJWNI ] WNI Keturunan  Pendidikan : [ S/D SLTA ) pa/rsm st CIs2/
. [JMenikah [ Belum Menikah(_] Janda/Duda Jumlah Tanggungan 11O
:iliiillillllllllllll![Illl!l!J
-,I:'riit‘I1Ili!|A!lllllllllllI1llil_
AENA YA, (- lxﬁ“‘t\\}i -
: ‘ “ KodePos:|_| | I ||

I Telepon T TNV T O v

] L& lllllllllll!lilll]_

,1111141_("1/( 111
:L_j__L_llLii:{)'y KodePos:| | | | 1 |
. A BRI Telepon :L 1 L 1 -1 1 1111
. (] Milik Sendiri  (IMilik Instansi ] Milik Orangtua/Keluarga [] Sewa

| Kode Profesi

No. NIP / NRP

i No, NPWP/SPT

| niama Perusahaan
Jenis Usaha
iAlamat Perusahaan
| Kelurahan

RT / RW

Kota

Unit kerja / Bagian
rJaDatan / Pangkat
Masa Kerja
Sebelum Ini Bekerja Di

| Masa Kerja Sebelumnya :

DATA PEKERJA/ USAHA PEMOHON

PNS [l Pens.PNSI_IABRIC] Pens.ABRI CJBUMN ] Swasta ] Wiraswastal_]Profes

W I A SN N T B
&II1Illlllllllllllllllllllllj
lIIIJIIILIIIIII[ILILII!I[]!ll

U a1 e OO S Y o R O 8 U (=) L £ ,
‘_"_‘_J,,,Lf_,L_IlllllI!llll|i'!llILL_'lii,L__L
ST O O e T 1S 1 B O

1] KodaPos:| | + 1 |

4o bt e g A SRR Telepon:{lllj1l}11_t_1
L\A'L_,Li.illil‘lllllill:111{!'1_]

B 100 YT T T A N I G U L 0 B A e
A [ Iahun L_L | Bulan
:[_IIillllllllllllllllllllilllij

L1l 1 Tahun L4 Bulan

Tempat Lahir

: Kewarganegaraan
{No. KTP

Kode Profesi
Alamat Pekerjaan
{ Kelurahan

T RW

iKota

Nama Pemohon Geiar g

L o 1 R T el e

{1 1111111 ) Tanggal
1 WNNI Keturunan

[CTWNI

Lahir: L L 1/ L VL L]

Pendidikan : (] S/D SLTA [C] D3/SM Cis1 [
:\il1li!lllllllllllllllllllll

ity

- [T Tdk Keral ) PNS [ClPens.PNS[JABRI L] Pens.ABRI Claumn [lswasta [ IWiraswasta 1 Profesi

HL/PKP/KR/YT

:il1i_ll!llillilllllnllilliili__,#__i__L_L_
! T N S O O Y
03 KodePos:t|_ ] 1 i i_
b . Telepon Gl U R A
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enghasilan Pemohon : Rp. L] I L 1CIC]C]  |Pengeluaran Rmh. Tangga : Rp. L=
termasuk biaya _transpon)

enghasilan istri/suami: R jﬁiﬂaﬂght Jﬂﬂm@ypl geltigran Pendidikan ] -Rn-H oooao0d

enghasilan Lain-lain : Rp. [ M1 |Pengeluaran Lain-lain “Rp. . o
otal Penghasilan s Rp. . (I |Total Pengeluaran i Hp.[j_DI:lE]_E]DD.I:IDD
' Sisa penghasilan per bulan _ Rp. 5 O I 7 ks
A A B [ 0 - » 0
Bank Pemberi Kredit| Jenis Pinjaman Jumlah Pinjaman (Rp.) Tanggal Jatuh Tempo Cicilan per bulan (Bp.
NATA H B A N A AYAA 0

Nama Bank Jenis/No. Rekening Saldo Terakhir (Rp)

Kekayaan Lain - | Rumah/Tanah [—1Mobil (1 Motor e mrtunsisvesnss

o A S

- [1Tanah [_1Rum

Bentuk Agunan

ah + Tanah (] Rumah Susun [ Rumah Usaha

ljin Bahgunan . T1|MB Induk JIMB Individu 3 IPMB. No. (] S N D T L]

Sertifikat - [C1HGB Induk [1HGB Individu ] Hak Milik

Kepemilikan Sertifiat  : C3Sendiri  [1Orang lain Cover Note : [ Ada [ Tidak Ada

No. Sertifikat e ) O S N D O Beriakugn : L1ty Lty LN

NamaPemiI‘ikSenifikat:ullllilllllllllllll|l|llll|lll_l

Alamat Agunan :Lilllhllllllllllll!llllllllllllllllJ

Kelurahan o 1!l|11lll|ll£lll|iJ

RT / RW O I ) O Kode Pos : L1 L 1 L |

Kota ;Illllllillllllll_J Telapon;l||!4-1lll1ll_l
I Fe e ? et e ey

1 Permohonan ini saya/kami isi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan saya/kami memberikan kuasa kepada PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) untuk dalam rangka proses penilaian dan perhitungan serta pengambilan keputusan atas
permechonan kredit ini, melakukan segala kegiatan untuk meneliti, mengecek, antara lain memasuki halaman dan
rumah yang akan saya/kami beli, bangun, perbaiki, agunkan dengan pokok kredit ini dan meminta keterangan dari
pihak manapun termasuk instansi/perusahaan saya/kami bekerja, dari asosiasi/organisasi dimana saya/kami menjadi
anggota mengenai pribadi saya/kami termasuk data mengenai penghasilan, kekayaan dan hutang-hutang saya/kami.

> PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mempunyai hak untuk menyeluluilmenolaklmenyetu}ui dengan perubahan
permohonan yang saya/kami ajukan tanpa menunjukkan alasannya.

3. Saya/kami bersedia dan patuh pada peraturan dan persyaralan yang ditentukan oleh PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) sehubungan dengan permohonan ini.

Istri / Suami Pemohon |

Paket Kredit 5 | Asabri - [ Ya [ Tidak

Penjual . ] Perorangan [ Developer Sedang KPR : [ Ya [ Tidak

Nama Penjual 1 39 10 A I L O [ 1 1 o I ) I

Maksimal Kredit : Rp. ) | o o | Uang muka : Rp.Cj,EII'_'_]D,DDD.D[:IE
Jangka Waktu - [ bulan Bunga ; [JJ, CJJ%  Angsuran /bin : Rp.E].D[:][:l.DDD.C]GE

Nama Analis ? NP 111
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PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Fersero)
urat kepana keeaRAIBEERI Repository Universitas Jember

Kepada Yth.
Kepala Desa.
Tempat Tinggal SAr. oooiineriieen

an hormat,

Dari warga Desa / Kelurahan yang namanya tersebut diatas kami terirma permohonzn Kredit. Dalam rangka pemrosesan permohanan
t tersebut, dengan ini kami mohon bantuen Saudara untuk mengisi dan menandatangani Bagian il dari formulir ini sesuai dengan
narnya yang Saudara ketahui.

Terima kasin atas bantuan Saudara.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

PERMOHONAN KEPADA KEPALA DESA (Diisi oleh pemohon kredit)

Dalam rangka pemrosesan permohonan Kredit yang kami sjukan kepada PF.BTN (Persero) dengan ini kami menyetujui sepenuhnya
memohon kepada Bapak untuk mengungkapkan data / keadaan kami ssbags' warga Desa / Kelurahan sesuail dengan keadaan

) sebenarnya/yang Bespak ketahui.

NAMA WARGA

E TN i 17 M p——er R R R DA TANGAN © iveesseseseresssensansansRsTRsORSSSNERR SRS SRS OO s IRTITOR e s

Vd
. KETERANGAN/DATA YANG DAPAT DI K(’:Tj‘iﬁUl MENGENAI WARGA TERSEBUT DIATAS.
DATA KEPENDUDUKAN WARGA TERSEBUT PEKERJAAN
MULAI TINGGAL DI DESA [ | cevnremmmsenstusmmsmsssssisensssssssasmsananess 1. PEKERJAAN YBS. ADALAH
KELURAHAN SEBAGAI
ALAMAT 2. TEMPAT USAHA YBS.

BERADA DI
NO. K.T.P. USAHA YBS. CUKUP MAJU
RUMAH YANG DIHUNI KURANG MAJU

O]

PENDAPAT/CATATAN ME- TAK DIKETAHUI [:]
O

]

w

NGENAI WARGA TERSEBUT | .. e e (e PERKIRAAN PENGHASIL-
AN BERSIH RATA2/BLN RP. cersrerecsssnssrsnsnansnsusisissssssirassananes

5. APAKAH USAHA YBS. ADA IJIN RESMI

TANPA IJIN

WNTOR KELURAHAN L PP TP
AMAT KANTOR

PEJABAT KELURAHAN YANG KEPALA DESA YBS,
DAPAT DIMINTAKETERANGAN NAMA

MENGENAI PERMOHONAN | tANDATANGAN DAN CAP DINAS
TSB.

NAMA
JABATAN :

DITANDATANGANI
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KETERANGA\% I"ZNG’{ASILA.‘J

1a

at

usaha/mata pencaharian
hat usaha

ah tanggungan : Istri/Suami

.cian penghasilan

Setiap hari

a. Penerimaan uang hasil usaha/upah

b. Biaya-biaya usaha (uraian secara singkat)

..............

Rpd-

......................

c. Keuntungan usaha setiap hari/upa

Setiap bulan :

a. Rata-rata :

hari kerja &

........... (C)

/

WX Rp.

b. Penghasilan bersih Istri/Suami (bMda dan harus dapat
dibuktikan dengan keterangan sccukupnya)

c. Penghasilan keluarga per bulan (rata-rata)

Kesanggupan angsuran KPR dan biaya hidup :

a. Dari.penghasilan rata-rata per bulan tersebut diatas sanggup

untuk membayar KPR per bulan

b. Keperluan untuk biaya hidup per bulan

RO - 0 Sadle s § e s 5 (A)
Rp. V.o e (B)
i R W R (&)
23 [ NPT 1 S
RP: aiaie e oo nmmnnssinisjomts (D)
D, R cisisivas s el e e (E)
R S EETTEE Y
4 R Y

Keterangan ini dibuat scsuai dengan kebenaran yang ada dan kami bersedia diambil tindakan apabila
mi sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar.

Mengetahui,
(Atasan/Majikan Pemohon)

wrm [-4a/KPR—-86

Istri/Suami

.............................................

Pemohon KPR,
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) e Tr (Y 2T N . . .
ank @ 5 i Digital Repository Universitas Jember

SURAT KEPADA PIMPINAN INSTANS!I / PERUSAHAAN PEMOHON

Kepada Yth.
Pimpinan Instansi / Perusahaan
Tampat Bekerja Sdr. .o
engan hormat.

Dari karyawan saudara tersebut diatas kami terima permohonan Kradit, Dalam rangka pemrosesan parmchonan Kredit tersebut, dengan
ini kami mohon bantuan Saudara untuk :
Mengisi dan menanda - tangani Bagian || dari formulir ini.
Pada saatnya, apabila pemohon Kredit disetujul, atas dasar Kuesa karyawan ters stut melakukan pemotongan gaji/penghasilan
karyawan tersebut sebagai pembayaran angsuran atas Kreditnya.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

1. PEMOHON / KUASA KARYAWAN KEPADA PIMPINAN INSTANS!/ PERUSAHAAN

Dalam rangka pemrosesan permohonan Kredit yang kemi ajulan ‘Q':r\ada PT. BTN (Persero). dengan ini kami menyetuju
sepenuhnya dan memohon kepada Bapak untuk mengungkapkan date-cata mengenai status kekaryawanan dan gaji/ penghasilan kam
sesuai dengan data dan catatan yang ada di instansi / perusahaan.

NAMA KARYAWAN / PEMOHON BAGIAN NO. INDUK PEGAWAI TANDA-TANGAN

.....................................................................................................................................

iIl. DATA KEPEGAWAIAN DAN RINCIAN GAJI/PENGHASILAN KARYAWAN TERSEBUT DIATAS
DIISI DAN DITANDA-TANGANI PIMPINAN INSTANS!IPERU SAHAAN.

DATA KEPEGAWAIAN /,/, A lf' RINCIAN GAJI / TUNJANGAN DSB.
e T
1. MULAI BEKERJA Voo | 1. GAJI POKOK BP: scunsserensossspessapsusssinssioss
2. PANGKAT SAAT INI 0 7 2. TUNJANGAN TETAP O N S
3. JABATAN SAAT INI | e NG pffrenssnnecnes 3. GAJI THP ( BRUTO) BD. < iersmeeessssspunmsstissiassnones
4. USIA PENSIUN N N N, 4. JASA PRODUKSIBONUS | BP. woccrccrimimissmmmasssasnisenee
NN YT NN 7 1< AR [ ——r PERE csrmthonsiissinis
6.KONDUITE e | 5. POTONGAN GAJIUTK | BP: cocrscvssissmrsnsssseene
7. FASILITAS YG DIPEROLEH | RUMAH [ ANGSURAN
DARI PERUSH/DINAS MOBIL O] 6. BESARNYA PENSIUN/BLN | RP. cocovviriinnrersssessssnsnnnee

ASTEK [ | (PERKIRAAN)

8. NAMA ATASAN LANGSUNG | cccvvrerismsssssssrmnsssssssssssnenees 7. LUM SUM JAMINAN HARI | RP. ..ocomsmsssnsisunssssissssssnn
TUA (PERKIRAAN)
TPl S S 8. PENDAPATAN LAIN-LAIN | RP. cooviumecensensssssismmmmnseens

MENURUT PENGETAHUAN SAUDARA KARYAWAN TERSEBUT MEMILIKI D TAK MEMILIKI RUMAH SENDIRI D

APABILA KARYAWAN TERSEBUT MENGHUNI RUMAH DINAS, SETELAH YANG BERSANGKUTAN MEMBELI RUMAH
DENGAN KPR-PT BTN (Persero) APAKAH TETAP DIPERKENANKAN MENGHUNI RUMAH DINAS : YA D TIDAK E

APAKAH PERSH / INSTANSI MEMBANTU UANG MUKA /ANGSURAN : TIDAK D YA [:! SEBESAR Bp. ..ccvvenuesaceseies

APAKAH PERSH /INSTANSI : BERSEDIA DTiDAK BERSEDIA D MENJAMIN PEMBAYARAN ANGSURAN
MEMOTONG GAJI BULANAN [:l UNTUK DISETOR KEPADA PT. BTN (Persero)

NAMA INSTANSL./ © o vessissesseseensesssesesassbesRIReSARARSORTIRSaRE PEJABAT YANG MENANDA-TANGANI
UNTUK INSTANSI / PERUSAHAAN :
PERUSAHAAN
N A M A fsisuniesseorssareonsmessssmsssrsnshssfansataisnanise.
ALAMAT KANTOR ©oceirmnmimmmmsmsnsmsnsssss s sassssssnss JABATAN I, P TLP e
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN / DINAS

DITANDA -TANGANI TANGGAL ....ocoveneiriineanes
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Digital Repository Universitas Jember

SURAT KETERAMGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a

T R e dari Instansi/PerusaNaan ... ......occiciiierimmeneisnsnsn s s
................................................... yang didiriKan SEJAK ...ccvuewvvriviirirmminisini s
B o e S SN R A R St s AlATNAL KAIMBOT ..o oveer e eeeiiiaierrarsansesemnmnsasensesssassas i shssm s bbbt s
........................... NOMOT HIPON : .ooeececiceiisians s asieren s e NPWEP © ivnncsssssssansasusnseninnenssages

dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

>embawa surat keterangan ini :

- Nama

. Alamat tempat tinggal

SEAK . i vcssssusinsicesabg s ansr o e gl g o s L./s-ampaj saat ini adalah karyawan/bekerja di
nstansi/Perusahaan tersebut, dan pada saat ini berkeduduKan sebagai berikut :

. Jabatan/pekerjaan 4 _ 4 ,,-")

. Gaji/pendapatan per bulan  © Rp. ... / it .,r.‘f

(perincian terlampir). P \ ‘//
Sepanjang pengetahuan kami karyawan tt;r:ﬁ;but tidak/memiliki rumah sendiri dan belum pernah men-
dapat KPR dari PT. Bank Tabungan Negata (Perserg).
Atas dasar Surat Kuasa dar karyaw térshgbu {ang tembusannya kami lampirkan bersama in1, apabila
permohonan KPR yang bersangkutan disdtupsf oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), kami bersedia
untuk melakukan pemotongan gaji dan pendapatan lain karyawan tersebut di Instansi/Perusahaan ter-
sebut di atas sesuai dan sebesar yang disebutkan dalam Surat Kuasa yang bersangkutan untuk selanjut-
nya disetorkan kepada Bank Tabungan Negara scbagai pembayaran angsuran bulanan atas KPR tersebut.

Mengetshui 1\ \ 0 Sl g R i e SR e {0 [N
(Karyawan ybs.)

Nama
Jabatan

Form1-2/KPR -86
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PERINCIAN PENGHIASIL N 'F'"‘_JTI PEMOTOT

Digi REERRGHA LY

Vang bertanda tangan di bawah ind :

Nama

Jahatan

Alamnt Kantor :

menerangkan, bahwa SAt. i csssamrmmninnisesssasa s tiriesseseasasnnnaseser f2bagal Karyawan di perusahnan/Instanst
tersrbut diatas dengan Pangleat/Jabatan wiesicssesens o SR T sissiasss Mol

getiap bulan menerima gaji/penghasilan (berdasarknn penghasilen teralchix yalu Bilen coesisinnneaeen

sessansane sasasves srsswssnmaneis

Frrreeppere T T TTTRTTLLEL LS SLELEL L

qe‘\non’ petrart o

asssasasenssannn CessssssssisatssssaesnsRLTrinRantRneT sesesanen

1. Gali Pokok Rp smssineassesveas )

sasssesssassBaanRsssrbsRsIRIR Y

2. Tunjangan keluarga

PR ——————__ LTS I N
3. Tunjangan lain : ) A '_\>
s !
a. Jabatan L e A R GRR
. i >

¢ b. Transport RP:ecsssssassoserssssass ’,f'.. m‘*_‘i
c. Perumahan 4 :....‘: P

%
d. Pengangkutan 10 O PTRLEP T \.)r“ ......

€ovssnesseesonsnssisss RPosssssssessnssrussassssssnssssasiospflesarsnsanncacsnsss :

Jumlah 0 DR W (o
4. Penghasilan (A + B + C) RO stnsscsssisssossemsssmssaprtaparssssini (D)

5. Potongan-petongan :

a. Turan Pensiun RPucrsesnnesrssntsressansnsssssssasass F AR Aazesips

o sitinins RDucssssessssscnnrosssssnn
Qirrrerensassrasannasnossnssasss PDcasssssssnssassnsonesnssssnsres R T s
Brviisnssrsasnsrsnsassssnansarass R urssssssssssnssssassassssssansssnsassrsssnasssess
[ vaatesinsannenss SEENRSVRATINSY Pluvcsssrsssansassnsnesasasansasss sesnsssspuastipnonsiseatin
.
ah Poton n
v--‘l-l'l..-l--l!l.-c-ullOOUUI.IDQOOCI‘.l..l'.ll.lol!.ll
bal

T T L L L L L L LDtk ludhehehd snsnessns

6. Penohasilan bersth (D - E)
Mengetahul
Karyawan yang bersanglkurtan)

Namn g

Jabaten $

Form I-4/KPR-86
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Lembar Ke cua

Lembarke tiza - Arsip (Untuk yang bersangkutan)

Digital Repository Universitas Jember
KUASA PEMOTONGAN GAJL/PENSI

vl A GURALLRGEL LIS TN TS

Yang bertanda tangan dibawah ni:

Nama RSP T T R LR s ;
Jabatan / Pensiunan * ) e eivevseveseieeeesseessestesteesEeses{ASERESNSLSNESEIIsSIELSEeRciILvIter
Tempat pekerjaan / Kas Negara e eeisesevestEe e seaestbgs pensane s AT TSI SRS A ST RNS dEen
NIP / NRP / Buku Pembayaran Pensiun™ e iienseseeeieEeseseeersssissesessEssSeRsERIATRLRSSRE SRR AR ST s s
Tempat tinggal § L ieviidsiasssess o ivassugathan s sesen sensns s peSTSEAERS RSO a SR TSR e b

dalam rangka memenuhi kewajiban angsuran bulanan s2ya 2128 1 =adlit ParsMean Pavmah yang saya terima dari PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) dengan tni memberikan Yuasa senea-tnya kernada

LAY

Rendaharawan / Pembayar Gaji/ pengiun ™) nedn Tlonies Jilehn JEsenre 53

39 -
) P

/ #
atau Wakilnya / Pejabat lain yang dimiuk ki g unt

1. Melakukan pemotongan atas Gaji/ Penshm/“f ,{‘:H 1'itan penchasilan saya lainnya apapun di Instansi / Kas
A :
EN

Negara *) ‘ ¢
............................................................ T 20 A R A  ACTERUCTIRRTE ¥ . A
‘\:./'
" getiap BUlANMYA MMALL RP. <.rossseveesererresoss s ot s s s s
...................................................................... Mulai bulan pada saat dimulainya kewajiban angsuran bulanan.

2. Menyetorkan jumlah yang dipotong dari Gaji/pensiun *) dan / atau penghasilan saya tersebut diatas kepads
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) guna memenuhi kewajiban angsuran bulanan saya sesnai dengan perjanjiar
Kredit yang saya tanda - tangani dengan PT. Ban% Tabungan Negara (Persero)

3. Melakukan pemotongan atas gaji / pensiun dan / atau pengahsilan saya lainnya apapun di Instansi/ Kas Negar:
setiap tahun sekali (setelah ada pemberitahuan dari PT. Bank Tabungen Megara (Persero), untuk memenuhi kewajiba
pembayaran premi usuransi kebakaran dan resike - resico lainnya : hesamye jum'sh potongan untuk pembayaral
premi asuransi setiap tahun selama jangka waktu tedit, alen ditentoe "ermiclian secuai dengean perhitungan prem
asuransi yang berlaku dalam tahun yang bersang'mtan.

Surat Kuasa ini tidak akan dan tidak dapat ditari kembeli dan hany= akan berakhir setelah jumlah hutang say
kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero).yang timbul dari Perjanjian Kredit yang bersangkutan saya Juna:
seluruhnya.

Yang menerima Kuasa Yang memberi Kuasa

Bendahara Gaji Materai Rp. 6000

o s imscsmsogaersson st ) Mengetahui : (coverrmmsisnermrnnenenaeasrasanas )
Pimpman Instansi
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Lembar ke dua 7L Odilh LAULIEALL LN ERALG | 4 demt =
& el <} A {2

Lembar ke tiga : Arsip (Untuk yang bersangkutan)

Digital Repository Universitas Jember
KUASA PEMOTONGAN GAJI/ PENSIUN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan / Pensiunan * )

Tempat pekerjaan / Kas Negara OV O OO RO PR TP
NIP / NRP / Buku Pembayaran Pensiun™ i oty gy en s p A R ISR A S s
Tempattinggal st i s s

s

dalam ranoka memenuhi kewajiban angsran hulanas caya ol W indd Pomi oo D umsh yang saya terima dani PT. Bank
fid Y g ¥ , yang £ay
Tabungan Negara (Persero) dengan mi momberikar Kuas”s4nsanhnya kepora

3 i
Dendaharawan / Pembayar Gaji/ pensiun ™) 7 /-3” antorfkas Negara *)

atau Wakilnya / Pejabat lain yang ditvr 0% , .
o
|, Melakukan pemotongan atas Gaji / Pe‘{fgﬁ:; Y'd#n [ atan penghasilan saya lainnya apa pun di Instansi /Kas

Negara *) \/

" gotiap bulanmya MMIIALE RD. ....oveossscsessesessssssiesss s e

o Mulai bulan pada saat dimulainya kewajiban angsuran bulanan.

2. Menyetorkan jumlah yang dipotong dari Gaji/pensiun *) dan / atan penghasilan saya tersebut diatas kepada
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) guna memenuhi kewajiban angeuran bulanan saya sesuai dengan perjanjian
Kredit yang saya tanda - tangani dengan PT. Bar': Tabungan Negara (Persern)

3. Melakukan pemotongan atas gaji/ pensiun dan / atau pengahsilan saya lainnya apapun di Instansi / Kas Negars

setiap tahun sekali (setelah ada pemberitahuan dari PT, Rank Tabungan Nacara (Persern), untuk memenuhi kewajibar
pembayaran premi , uransi kebakaran dan resiko - resiko lainnya : besamya jumlah potongan untuk pembayarar
premi asuransi setiap tahun selama jangka waktu kredit, alkan ditentuken Rermidian semai dengan perhitungan prem
asuransi yang berlal dalam tahun yang bersang’=ton.

Surat Kuasa ini tidak akan dan tidak dapat ditar'z kembali dan hanya kan berakhir setelah jumlah hutang say;
kepaca PT. Bank Tabungan Negara (Persero).ysng timbul dari Perjaniian Kredit yang bersangkutan saya hunas
selumahmya.

Yang menerima Kuasa Yang memberi Kuasa

Bendahara Gaji Materai Rp. 6000

s mmricediebinrsssesthenn s e ) Mengetahui : O ——— )
Pimpinan Instansi
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P e cmootongan Gaji
=I0AT Ke dia - PT. Bank Tabyg gan Negara (Persero)

' i~-’33..'f.‘.'-)."k.gp-':? ., LArsib (Une & bersanglutan)
Digital Repository Universitas JEmBr

KUASAPEMOTCNGAN GAJ

Yang bertanda tangan dibawah ipj -
Nama

Jabatan / Pensiunan * )

Tempat pekerjaan / Kag Negara

NIP/NRP/Buky Pembayaran Pensiun *
Tempat tinggal

lalam rangka memenuhi kewajiban angsuran bulanan szva atag Kredit Pemilit an Rumah yang Saya terima daii PT. Bank
[abungan Negara (Persero) den g2n ini memberikan Kuaga sepenuhps kepad, -
Bendaharawap / Pembayar Gaji/ persiun *) pada Kante 1 J’}.'.'.’*‘S'Rw garg *}

............................................................................................................................................................

atau Wakilnya / Pejabat lain yang ditunjuk

Melakukan Pemotongan atag Gaji / Pensi

penghasilan gaya lainnya apa pun di Instansi / Kag
Negara *)

Menyetorkan Jumlah yang dipotong dari Gaji/pensiun
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) guna memenuhj k
Kredit yang Saya tanda - tangani dengan PT. Bank Tabungan Negara ( Perserg)

Melakukan Pemotongan atag £aji/ pensiun dan / atau pengahsilan saya lainnya apapun di Instansi / Kag Negara
setiap tahun sekali (s=telah ada pemberitahuan dari pT Bank Tabungan Negara( Persero), untuk memenuhi kewajiban
pembayaran prem; . -wransi kebakaran dan resiko - resiko lainnya : besarnya jumlan potongan untuk pembayaran
Dremi asuransi setiap tahun selama Jangka wakty kredit, akan ditentukan kenmydian sesuai dengan perhitungan premi
isuransi yang berlaky dalam tahun yang bersangkuton. ' ‘

Surat Kuasa inj tidak akan dan tidak dapat ditaril. kembali dan hanya akan berakhir setelah jumlah butang saya

epacs PT. Bank Ta bungan Negara (Persero)_yarg timbul dari Petjanjian Kredit yang bersangkutan saya hunasi
eluruhnya,

Yang menerima Kuasa Yang memberi Kuaga
Bendahara Gaji Materaj Rp. 6000
o ) Mengetahu; - Gt )
mpinan Instansj
Gt )

- 3/KPR - 86
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